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ABSTRAK 
 Penelitian ini berjudul “ Strategi Monitoring Komisi Penyiaran Indonesia 
Aceh (KPIA) Dalam Mengawasi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus Televisi dan 
Radio di Banda Aceh”. Permasalahan dikaji berangkat dari adanya kesenjangan 
antara harapan dan kenyataan. Dimana lembaga penyiaran tidak berjalan sesuai 
dengan undang-undang penyiaran dan P3SPS. Seharusnya lembaga penyiaran di 
bawah pengawasan  Komisi Penyiaran Indonesia Aceh harus taat dan patuh terhadap 
peraturan yang berlaku. Pelanggaran tersebut seperti pada CNN Indonesia saat 
wawancara bupati Aceh Besar, lembaga penyiaran melakukan kompanye sebelum 
masanya, masih ada televisi yang melakukan penyiaran sebelum memperoleh izin. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi monitoring Komisi Penyiaran 
Aceh dalam mengawasi lembaga penyiaran di Aceh, untuk meminimalisir dan 
membuat lembaga penyiaran taat peraturan. Jenis penelitian yaitu penelitian 
kualitatif, pengumpulan data dengan cara obeservasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Aceh telah 
melakukan monitoring pada lembaga penyiaran. Namun monitoring yang dilakukan 
belum maksimal. Karena kurangnya anggaran dalam mengadakan alat monitoring 
yang rusak dan kurangnya partisipasi masyarakat. Rusaknya alat monitoring 
membuat Komisi Penyiaran Indonesia Aceh harus melakukan monitoring secara 
manual  dan bekerjasama dengan pihak lain. Anggaran tidak memadai menyebabkan 
Komisi Penyiaran Indonesia Aceh terkendala dalam program-programnya, seperti 
literasi dan lainnya. Kedepannya, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh harus bisa 
mencari solusi dari kekurangan dana dan alat yang tidak mendukung, serta harus rutin 
melakukan kegiatan literasi media, sosialisasi, koordinasi dan pembinaan lembaga 
penyiaran. Bukan hanya itu saja akan tetapi juga harus membuat perlombaan menulis 
dan mengelola web secara aktif. 
Kata Kunci : KPIA, Monitoring dan Lembaga Penyiaran  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
 Perkembangan lembaga penyiaran menyebabkan terjadi perubahan besar di masyarakat. 
Pada awal perkembangan, lembaga penyiaran digunakan untuk kepentingan bangsa dan 
negara, namun seiring perubahan yang terjadi, lembaga penyiaran mulai bergeser dari awal 
kehadirannya. Perubahan besar mulai dirasakan saat runtuhnya orde baru, lembaga penyiaran 
swasta tumbuh berjamur, akibatnya arus informasi menjadi sangat tidak terkontrol, serta juga 
banyak program yang disajikan tidak mendidik. Bahkan lebih mementingkan keutungan 
semata dengan menghadirkan program hiburan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. 
 Seharusnya lembaga penyiaran  seperti lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran 
swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan, melaksanakan 
tugas dan fungsi, serta tanggung  jawabnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.1Sesuai dengan pasal 5 bab 2 undang-undang  penyiaran menyatakan,  
pedoman perilaku penyiaran diarahkan agar  lembaga penyiaran taat dan patuh hukum 
terhadap  peraturan perundangan. 
 Menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi norma dan nilai 
agama, serta budaya bangsa yang multikultural. Lembaga penyiaran wajib menayangkan 
klasifikasi siaran sepanjang program siaran. Dalam menyiarkan siaran, lembaga penyiaran  
wajib  mengklasifikasi A atau R.  Memberikan peringatan, himbauan, arahan, bimbingan 
orang tua (BO) terhadap anak atau remaja yang menonton siaran tersebut.2 
 Harus menjunjung tinggi hak-hak Asasi Manusia, menjunjung tinggi prinsip 
ketidakberpihakan dan keakuratan. Melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum 
                                               
 1Muhammad Mufid,  Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2017),  hal. 209.  
 2Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Jilid 1 Cet ke 1  (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 100. 
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perempuan. Melindungi kaum yang tidak diuntungkan. Melindungi publik dari pembodohan 
dan kejahatan, serta menumbuhkan demokrasi. Dalam  pasal 3 menambahkan bahwa 
penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak 
dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
memajukan kesejahteraan umum, serta membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, 
sejahtera, dan menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.3 
 Untuk terwujud  lembaga penyiaran  yang sehat, berimbang, adil, beragam dan 
berkualitas, maka lahirlah Komisi Penyiaran Indonesia dengan amanat undang-undang 
penyiaran nomor  32 tahun 2002,  yang mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran. 
Memiliki wewenang juga dalam menetapkan standar  program siaran,  setelah terlebih dahulu 
mendapatkan masukan dari masyarakat dan organisasi lainnya. 4 
 Komisi Penyiaran Indonesia  ialah sebuah lembaga independen,  terdiri dari KPI  Pusat 
dan KPI  Daerah.  Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berjumlah 9 orang dan Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah berjumlah 7 orang. Masa jabatannya 3 tahun,  serta dapat dipilih 
kembali dalam 1 kali masa jabatan berikutnya.5 
  Menjalankan fungsinya  sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dengan wewenang:  Menetapkan  
standar program siaran, menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran. Mengawasi 
pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta program standar siaran.  
Memberikan sanksi terhadap perilaku pelanggaran peraturan, baik itu pelanggaran  pedoman 
perilaku penyiaran atau  standar program siaran. serta melakukan koordinasi dan kerjasama 
dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.6 
 Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan 
(otoritas), menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran, serta menghubungkan 
                                               
 3http://kominfo.jatimprov.go.id/read/gubernuran/592, diakses pada 5 Maret 2018.   
 4Muhammad Mufid,  Komunikasi dan Regulasi...,hal 207. 
 5Judhariksawan, Hukum Penyiaran..., hal. 10. 
 6Peraturan  Umum Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, pasal 8 ayat 2.  
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antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan yang dilakukan mencakup 
semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasional, pertanggung 
jawaban dan evaluasi.7 
 Tingkat daerah ada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yang merupakan perpanjangan 
tangan Komisi Penyiaran Indonesia  pusat.  Komisi tersebut sebagai wujud  untuk mewadahi 
aspirasi masyarakat  tingkat daerah, yang sangat membantu Komisi Penyiaran Indonesia 
Pusat. Terutama dalam tugas-tugas utama seperti  perizinan   televisi,  radio dan  pengawasan 
kontens media serta literasi media terhadap masyarakat. 
 Komisi Penyiaran Indonesia Aceh memiliki peran sangat strategis dalam menjaga 
kearifan lokal, mengembangkan sumber daya manusia, menjaga syariat Islam di Aceh.  
Dengan kewenangannya dalam membuat dan menyusun peraturan pedoman penyiaran. 
Kewenangan inilah yang harus dimanfaatkan untuk membuat lembaga penyiaran sesuai 
dengan spirit keacehan. 
 Tujuan dari Komisi Penyiaran Indonesia Aceh diatur dalam undang-undang no. 11 
tahun 2006 pasal 153, tentang kewenangan pemerintah Aceh mengatur lembaga penyiaran, 
mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyiaran di Aceh secara khusus dan Indonesia 
secara umum. Serta juga memiliki fungsi  sebagai  perwujudan partisipasi masyarakat akan 
penyiaran,  menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga 
penyiaran. Serta melakukan  upaya  agar tercipta  sistem penyiaran nasional yang 
memberikan kepastian hukum, tatanan, dan keteraturan lembaga penyiaran berdasarkan azas 
persamaan dan keadilan.8  
 Adapun wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh ialah menetapkan standar 
program siaran,  menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. 
Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program 
                                               
 7E-jurnal Katologis, Volume 3 Nomor 10, Oktober 2015. ISSN : 2302-20199, hal. 73. 
 8http://kpi.acehprov.go.id/index.php/tentang-kpia, diakses pada 31 mei 2018. 
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siaran, memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran siaran. selain itu, juga melakukan 
koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. 
Melakukan pemantauan dan pengawasan lembaga penyiaran, serta melakukan pembinaan 
terhadap sumber daya manusia dan manajemen lembaga penyiaran dalam mendukung 
program pembangunan Aceh.9  
  Status hukum Komisi Penyiaran Indonesia tidak berjalan seperti amanat undang-
undang penyiaran, disebabkan dinamika yang terjadi  dalam dunia penyiaran yang dipenuhi 
dengan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan pemerintah, industri penyiaran dan 
Komisi Penyiaran Indonesia sendiri, yang merupakan respresentasi kepentingan publik.10 
Sehingga  menggambarkan  media penyiaran dapat digunakan dalam berbagai kepentingan, 
baik kepentingan pemerintah, maupun kepentingan industri penyiaran dalam mencari 
keuntungan, sehingga menyebabkan  sulitnya mewujudkan lembaga penyiaran sesuai dengan 
undang-undang penyiaran. Khususnya siaran televisi yang sering bermasalah dalam  program 
yang ditayangkannya. Sering kali juga pemilik media sebagai pemicu permasalahan didalam 
dunia penyiaran.  
 Pemilik media yang terlibat dalam partai politik menggunakan televisi sebagai tempat 
kompanye. Menyebabkan arus informasi tidak netral, serta juga melakukan kompanye pada  
media penyiaran sebelum masanya. Komisi Penyiaran Indonesia mencatat ada 12 stasiun TV 
yang menayangkan iklan partai  politik dengan durasi 15 menit.  Setelah diinformasikan 
kepada lembaga terkait tersisa 4 stasiun TV yang masih menayangkan iklan kampanye. 
Pelanggaran terjadi pada tanggal 20 Februari 2018 dengan iklan  partai politik 115 spot. 
Stasiun TV terbanyak menayangkan dengan total 20 spot  iklan.11 
                                               
 9 http://kpi.acehprov.go.id/index.php/tentang-kpia, diakses pada 31 mei 2018. 
 10E-jurnal Katologis, Volume 3 Nomor 10, Oktober 2015. ISSN : 2302-20199,  hal. 74. 
 11https://news.detik.com/berita/3887052/belum-masa-kampanye-kpi-masih-temukan-tv-tayangkan-
iklan-parpol, diakses, 5 Maret 2018. 
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  Permasalahan lain juga terjadi dalam iklan. Iklan televisi muncul dengan tema-tema 
cerita yang umumnya mengarah kepada konflik, ejekan, cerita sensual, bahkan pornografi.12 
Bukan hanya itu  kasus pelanggaran juga terjadi pada CNN Indonesia sesi wawancara 
langsung dengan Bupati Aceh Besar. Dalam program siaran CNN Indonesia Prime News, 1 
Februari 2018. Teguran tersebut terkait penayangan wawancara live Bupati Aceh Besar, soal 
himbauan untuk pramugari agar berhijab jika mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda.13  
 CNN Indonesia dinilai kurang memahami konteks dan kontruksi hukum qanun yang 
berlaku di Aceh sebagaimana tertuang  dalam surat bernomor 021/K/KPI-Aceh/II/2018. 
Sehingga menyebabkan wawancara tidak mencerminkan penghormatan atas kenyakinan, 
keunikan, dan perberdayaan budaya lokal. Sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh 
menerima laporan keberatan dari masyarakat. Setelah ditindak lanjuti Komisi Penyiaran Aceh 
maka ditemukan  beberapa pelanggaran yakni pelanggaran atas pedoman perilaku penyiaran 
tahun 2012 Pasal 6, Pasal 8, Pasal 22 ayat (2), pasal 35 huruf (b) dan pasal 27 ayat (3), serta 
Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 40 huruf (a).14 
 Sebagai regulator, tentunya  Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah melakukan 
teguran dan peringatan  setiap pelanggaran yang terjadi. Namun sampai saat ini lembaga 
penyiaran tetap saja ada masalahnya. Baik itu dalam program siaran yang dilakukan tidak 
sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3-SPS), serta 
perizinan. Ini menimbulkan suatu pertanyaan serta  kesan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia 
tidak berani memberikan sanksi tegas bagi pelangaran yang terjadi, bahkan seolah dapat 
“dipermainkan” oleh lembaga penyiaran.15 
                                               
 12M. Burhan Bungin. Konstruksi Sosial Media Massa : Kekuatan  Pengaruh Media Massa, Iklan 
Televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckman, Jilid 1. Cet ke 2 
(Jakarta : Kencana. 2008). hal. 49. 
13http://aceh.tribunnews.com/2018/02/08/kpia-tegur-cnn-indonesia, diakses, 25 Mei 2018. 
14http://aceh.tribunnews.com/2018/02/08/kpia-tegur-cnn-indonesia,  dikases, 25 Mei 2018. 
 15Judhariksawan, Hukum Penyiaran..., hal. 102. 
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 Seperti kasus  pada radio pemerintah di gayo lues yang melakukan siaran tanpa 
memiliki izin siaran. Hal serupa juga terjadi di Kutacane. Televisi dan Radio lokal milik 
Pemerintah kabupaten  Aceh Tenggara (Agara) terancam dibekukan.  Karena telah melanggar 
undang-undang penyiaran. Pihak penyelenggara penyiaran melakukan kegiatan penyiaran 
tanpa memperoleh kelengkapan izin penyiaran.  
 Koordinator perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Said Firdaus menyatakan 
penyiaran yang dilakukan tanpa kelengkapan izin merupakan pelanggaran. Kemudian dia 
menambahkan aktivitas penyiaran pemerintah kabupaten Aceh Tenggara belum mengajukan 
permohonan izin, bahkan konsultasi terkait pengurusan perizinan. Sehingga melanggar pasal 
33 Ayat 1 UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yang menyebutkan bahwa sebelum 
menyelenggarakan penyiaran, maka pihak penyelenggara harus memiliki izin siaran. 16 
 Dengan demikan menunjukkan bahwa lembaga penyiaran harus diberikan perhatian 
khusus. dikarenakan dampak yang ditimbulkan  televisi begitu hebat.17 Serta juga 
kekhawatiran akan dampak buruk Televisi dan Radio Swasta sangat besar. Bahkan banyak 
penelitian yang mengatakan begitu banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Dengan adegan 
kekerasan dan menghiburnya. Tidak di Indonesia saja tetapi juga di negara-negara Barat. 18 
 Berbagai permasalahan yang terjadi di dalam lembaga penyiaran. menyebabkan 
masyarakat mulai mengkritik Komisi Penyiaran Indonesia, mereka tidak puas dengan kinerja 
komisi tersebut dalam memonitoring lembaga penyiaran. sehingga berbagai komentar di 
berikan. Seharusnya masyarakat jangan cuma mengkritik akan tetapi juga membantu komisi 
penyiaran Indonesia  dalam memantau program siaran dengan  melakukan pengaduan apabila 
ditemukan program yang melanggar. Oleh sebab itu, maka perlu  untuk mengkaji lebih dalam 
tentang bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh 
                                               
 16http://harian.analisadaily.com/aceh/news/tv-dan-radio-pemkab-agara-terancam-
dibekukan/98562/2015/01/14, diakses 12/6/2018. 
 17Nuridin, Sistem  Komunikasi  Indonesia, Jilid 1,(Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 99. 
 18Nuridin, Sistem  Komunikasi...,hal. 95.  
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dalam mengawasi lembaga penyiaran. Mengingat masih adanya pelanggaran yang terus 
terjadi pada lembaga penyiaran. padahal teguran dan peringatan ada dilakukan. Maka dengan 
ini peneliti mengangkat tema dengan judul “Strategi Monitoring Komisi Penyiaran 
Indonesia Aceh (KPI Aceh) Dalam Mengawasi Lembaga Penyiaran”.  
 
B. Rumusan Masalah  
 Dari latar belakang di atas dapat  dirumuskan pokok dari permasalahan yang menjadi 
fokus dalam penelitian ini : 
1. Bagaimana strategi monitoring Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam 
mengawasi lembaga penyiaran di Aceh ? 
2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh 
dalam memonitoring lembaga penyiaran ? 
3. Bagaimana upaya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam meminimalisir 
pelangaran pada lembaga penyiaran? 
 
C.  Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan dari melakukan penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui Strategi Monitoring Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh 
dalam mengawasi lembaga penyiaran. 
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan Komisi Penyiaran Indonesia  Aceh dalam 
memonitoring pembaga penyiaran. 
3. Untuk mengetahui upaya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam meminimalisir 
pelanggaran pada lembaga penyiaran. 
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D.  Manfaat Penelitian 
 Setiap penelitian tentunya harus mempunyai manfaat, serta juga penelitian harus bisa 
menjawab tantangan keilmuan. Sehingga penelitian dapat mengembangkan ilmu 
pengetahuan, memperkaya khazanah pengetahuan dan sebagai rujukan.  
 Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
 1. Manfaat Teoritis 
1. Dengan adanya penelitian ini maka dapat menjadi landasan teoritis dan dapat 
mengembangkan ilmu pengetahuan. 
2. Memperkaya sumbangan pengetahuan bagi keilmuan komunikasi, Komisi 
Penyiaran Indonesia dan lembaga penyiaran. 
3. Sebagai sumber pengetahuan mengenai Strategi Monitoring Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Aceh dalam mengawasi lembaga penyiaran.  
 2. Manfaat praktis 
1. Untuk peneliti sendiri sebagai ilmu, memperdalam dan menambah wawasan tentang 
strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh dalam mengawasi lembaga 
penyiaran. 
2. Bagi KPI Aceh dan lembaga penyiaran, dengan adanya penelitian ini dapat 
pencerahan dalam proses menjalankan tugas, fungsi dan tujuannya. Serta juga dapat 
dijadikan sebagai perbandingan kedepannya. Sehingga dapat memperbaiki 
kekurangan dan meningkatkan kelebihannya.  
 
E.  Batasan Masalah  
 Agar ruang lingkup tidak terlalu luas dan melebar, serta memberikan gambaran yang 
jelas. Maka peneliti perlu membuat pembatasan masalah. Sehingga pembahasan yang 
dilakukan  lebih terarah dan tidak melebar. Dalam penelitian ini yang menjadi poin 
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pembahasan yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh dari tahun 2012 – 2017, serta 
lembaga penyiaran nasional yang berjaringan di Aceh dan lembaga penyiaran lokal. 
 
F.  Definisi Operasional  
 Untuk  menghindari salah  pengertian dalam memahami istilah-istilah yang terdapat 
dalam judul penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu istilah-
istilah yang dimaksud:  
  1. Strategi  
  Dalam kamus umum bahasa Indonesia Poewardarminta mengatakan strategi ialah cara 
atau taktik.19 Menurut Onong Uchjana effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan 
Praktek hakikatnya strategi ialah perencanaan (planning) dan Manajemen (management) 
untuk mencapai tujuan. Tetapi, dalam mencapai tujuan strategi tidak hanya berfungsi sebagai 
peta jalan penunjuk arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik 
operasionalnya.20  
 Strategi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah cara-cara ataupun taktik yang 
dilakukan komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam mengawasi lembaga penyiaran agar sesuai 
dengan undang-undang penyiaran. 
 2. Monitoring 
  Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau 
kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data 
masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi 
landasan  dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. 21 
                                               
 19Poewardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka, 2007), hal. 437. 
 20Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  
2009), hal. 32.  
 21Mulyanto&Yumari, Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Jilid. 1, Cet ke 1, ( 
Yogjakarta: Deepublish, 2007.), hal. 9.  
10 
 
 
  Dalam penelitian ini,  Monitoring yang dimaksudkan ialah kegiatan mengamati atau 
pemantauan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam mengawasi Lembaga 
Penyiaran.  
3. Komisi Penyiaran Indonesia  Aceh (KPI Aceh)  
 Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPI Aceh) merupakan regulator penyiaran didaerah. 
Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya diawasi oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh mempunyai fungsi 
sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat  Aceh akan penyiaran.  
4. Lembaga Penyiaran  
  Menurut ketentuan UU 32 tahun 2002, lembaga penyiaran ialah penyelenggara 
penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran 
komunitas, serta lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran sama dengan 
penyelenggara penyiaran.22 
 Berdasarkan UU  Penyiaran, jasa penyiaran yang diregulasi hanya penyiaran Radio dan 
penyiaran Televisi23. Dalam penelitian ini lembaga penyiaran yang dimaksudkan ialah 
lembaga penyiaran di daerah Aceh, baik itu lembaga penyiaran  lokal, ataupun lembaga 
penyiaran nasional yang berjaringan di Aceh sudah memiliki siaran lokal serta berbadan 
hukum. 
 
 
                                               
 22Morissan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi  Mengelola Radio & Televisi, Jilid 1, (Jakarta: 
Kencana Prenadamedia Group, 2008), hal. 85-86. 
 23Judhariksawan, Hukum Penyiaran..., hal. 66.  
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BAB II 
LANDASAN TEORITIS 
 
A. Kajian Terdahulu 
 Penelitian merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan kewajiban yang harus 
dilakukan bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar. Banyak penelitian telah dilakukan, 
tentunya penelitian tersebut menurut spesifikasi masing-masing. Begitu juga  tentang Komisi 
Penyiaran Indonesia dan Lembaga Penyiaran, ada beberapa penelitian yang melakukannya, 
baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Namun penelitian ini berbeda dengan 
penelitian sebelumnya. Untuk membedakan, berikut peneliti sajikan beberapa penelitian yang 
sudah dilakukan sebelumnya. 
 Pertama, penelitian Maria  Effi  Yana, Mahasiswi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Mengambil 
penelitian tentang Kontribusi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)  Aceh dalam 
Siaran Televisi Nasional di Aceh. Adapun ruang lingkup dan batasan yang diambil pada 
periode 2009-2013. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa KPID Aceh atau lebih dikenal KPI 
Aceh telah memberikan kontribusi dalam bentuk non-material seperti dukungan, pemikiran, 
saran, keterampilan, tenaga, manfaat dalam program siaran lokal melalui televisi nasional.  
 Kedua, penelitian  Mohammad Mufasir, Mahasiwa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2012, dengan judul Penelitian Peranan 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin 
Penyelenggaraan Penyiaran pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar 
Lampung  ( Studi pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung ). 
 Menurutnya KPID dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan tataran syarat-syarat 
yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan izin 
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penyelengera penyiaran sudah optimal. KPID selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran 
televisi swasta lokal khusunya dalam membimbing untuk melengkapi syarat-syarat yang 
diperlukan sehingga televisi lokal di Bandar Lampung bisa memenuhi syarat-syarat yang 
diperlukan untuk mengurus IPP. 
 Namun dalam pelaksanaan peranannya terkait dengan tahapan perolehan IPP, KPID 
belum berperan optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena mengizinkan 
televisi lokal melakukan siaran sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Dalam 
mengambil kebijakan KPID masih diintervensi oleh pemerintah daerah, seharusnya lembaga 
ini bersifat Independen tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga  
disimpulkan KPID secara umum belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. 
 Ketiga, Ranni Juwita Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan 
Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2013, tentang Peran 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Tayangan Sinetron Tukang Bubur 
Naik Haji di RCTI. Fokus penelitian pada Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga 
regulasi dalam melaksanakan pengawasannya dengan menggunakan undang-undang 
penyiaran no.32 tahun 2002 dan dengan menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran (P3SPS). Proses pengawasan yang dilakukannya menegaskan 
pentingnya regulasi dibidang penyiaran, dan pentingnya lembaga regulasi penyiaran dengan 
menggunakan UU Penyiaran No.32/2002 dan P3SPS. 
 Keempat, Penelitian  Devi Rahayu mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta 2010. Dengan judul Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap 
Tayangan Infotaimen di Televisi.  Penelitiannya terfokus pada peranan KPI dalam melakukan 
pengawasan terhadap tanyangan infotaimen.  
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 Dari hasil penelitian, menurutnya Komisi Penyiaran Indonesia telah melakukan 
penerimaan aduan dari masyarakat khususnya program infotainmen. Berdasarkan analisis 
Komisi Penyiaran Indonesia juga telah memberikan sanksi terhadap pelanggaran infotainmen 
berupa teguran dan peringatan. Komisi Penyiaran Indonesia bersama Komisi I DPR dan 
Dewan Pers telah menyepakati Infotaimen sebagai program non-faktual.  Sehingga perlu 
dilakukan revisi terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ( P3SPS). 
 Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas. Penelitian ini lebih menekankan 
bagaimana teknik ataupun strategi monitoring yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Aceh dalam mengawasi lembaga penyiaran di Aceh.   
 
B. Komunikasi  
1.    Pengertian Komunikasi 
 Menurut  Hafied Changgara dikutip dari (Cherry dalam Stuart, 1983) istilah 
komunikasi berpangkal pada perkataan latin communis artinya membuat kebersamaan atau 
membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar 
kata bahasa latin cummunico artinya membagi.1 Istilah serupa juga diungkapkan widjaja, 
menurutnya komunikasi berasal dari kata communicatio atau dari kata communis yang berarti 
sama atau sama maknanya atau pengertian bersama. Dengan maksud mengubah pikiran, 
sikap, perilaku, penerima dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh komunikator.2 
 Definisi singkat dirumuskan Harold D. Lasswell.  Menurutnya untuk menerangkan 
suatu tindakan komunikasi harus menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang 
disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya.”3  
                                               
 1Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jilid 1, Cet ke1 (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 
1998),  hal. 17. 
 2 H.A.W. Widjaja, Komunikasi & Hubungan Masyarakat, Jilid1, Cet ke 5 (Jakarta : PT Bumi Aksara. 
2008), hal. 8. 
 3Hafied Cangara, Pengantar Ilmu..., hal. 18. 
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 Menurut M. Rogers Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 
sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 
mereka. Selanjutnya definisi ini dikembangkan oleh Rogers bersama D. Lawrence Kincaid 
(1981) sehingga melahirkan definisi bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua 
orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya 
pada gilirannya akan membentuk hubungan saling pengertian mendalam”4 
 Komunikasi merupakan proses berbagai makna melalui perilaku verbal dan non 
verbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih.5 Pada 
hakikatnya, komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu 
maupun kelompok.6 
Definisi komunikasi begitu banyak dirumuskan oleh para ahli berdasarkan pemikiran 
dan pendekatan yang dilakukan. Ada juga yang mengatakan bahwa komunikasi ialah 
penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi 
dikatakan berhasil apabila adanya timbul rasa saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak 
pengirim dan penerima informasi dapat memahami.7 
 Ada juga yang merumuskan komunikasi sebagai proses dinamika transaksional yang 
mempengaruhi perilaku sumber dan penerimanya dengan segaja menyadari (to code) perilaku 
mereka untuk menghasilkan pesan yang mereka salurkan lewat suatu saluran (Channel) guna 
merangsang atau memperoleh sikap atau perilaku tertentu. Dalam transaksi harus  
dimasukkan semua stimuli sadar tak sadar, segaja tidak segaja, verbal dan nonverbal dan 
                                               
 4Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi..., hal. 18-19. 
 5Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif  suatu pendekatan Lintas Budaya, (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya, 2004), hal. 3. 
 6H.A.W. Widjaja, Komunikasi & Hubungan ...,hal. 1. 
 7Ibid,hal. 8. 
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konstektual yang berperan sebagai isyarat-isyarat kepada sumber dan penerima tentang 
kualitas dan kredibilitas pesan.8 
 Selanjutnya, menurut kelompok yang mengkhususkan diri pada studi Komunikasi 
antarmanusia (human Communication)  memberikan definisi bahwa: 
“Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang 
mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antarsesama manusia (2) melalui 
pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta 
berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu”9 
 
2. Fungsi Komunikasi 
 Dalam kajian ilmu komunikasi banyak ahli mengemukakan pendapatnya tentang 
fungsi-fungsi komunikasi. Disini akan dibahas empat fungsi komunikasi yang dikutip oleh 
Nurdin berdasarkan pendapat Harold D. Laswell (1948) dan Charles R. Wright (1988)10 
yaitu: 
1.  Penjajagan atau pengawasan lingkungan (suveillence of  the environment); 
   Pada fungsi pengawasan menunjukkan pengumpulan dan distribusi informasi 
  baik didalam maupun diluar masyarakat tertentu. 
2.   Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi 
lingkungannya (correlation of the part of society in responding to the environment); 
 Disini tindakan menghubungkan bagian-bagian meliputi interpretasi informasi 
mengenai lingkungan dan pemakaiannya untuk berperilaku dalam reaksinya terhadap 
peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. 
                                               
 8Ahmad Sihabudin, Komunikasi Antar Budaya, Jilid 1, Cet ke 2 (Jakarta: PT  Bumi Aksara, 2013), hal. 
15-16. 
 9Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi..., hal. 18. 
 10Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia, Jilid 1, Cet ke 4 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 
hal. 15-16. 
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3.  Menurunkan warisan sosial dari generasi kegenerasi berikutnya (transmission of the 
social heritage). 
 Fungsi ini berfokus pada pengetahuan, nilai, dan norma sosial. Dengan adanya 
komunikasi maka akan adanya tranfer-tranfer nilai sosial didalam masyarakat. 
4.  Hiburan (entertainment) 
 Fungsi ini menunjukkan pada tindakan komunikatif yang dilakukan dengan 
maksud menghibur dengan tidak mengindahkan efek-efek instrumental yang 
dimilikinya. 
 
 Menurut widjaja komunikasi memiliki 8 fungsi. Hal ini apabila komunikasi dipandang 
dari arti yang lebih luas, tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan tetapi 
sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar menukar data, fakta, dan ide  maka 
fungsinya dalam setiap sistem sosial adalah sebagai berikut11: 
1.  Informasi: pengumpulan, penyimpanan, pemosresan, penyebaran berita, data, 
gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti 
dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat 
mengambil keputusan yang tepat. 
2. Sosialisasi (pemasyarakatan): penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang 
memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang 
efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif didalam 
masyarakat. 
3. Motivasi: menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka 
panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong 
kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar. 
                                               
 11 H.A.W. Widjaja, Komunikasi & Hubungan...,hal. 9-10. 
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4. Perdebatan dan diskusi: menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan 
untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat 
mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti yang relavan yang diperlukan 
untuk kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dalam masalah 
yang menyangkut kepentingan bersama ditingkat nasional dan lokal. 
5. Pendidikan: pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan 
intelektual, pembentukan watak dan pendidikan keterampilan dan kemahiran yang 
diperlukan pada semua bidang kehidupan. 
6. Memajukan kebudayaan: penyebaran hasil kebudayaan dan seni dengan maksud 
melestarikan warisan masa lalu, perkembangan kebudayaan dengan memperluas 
horison seseorang, membangun imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebutuhan 
estetikanya. 
7. Hiburan: penyebarluasan sinyal, simbol, suara dan image dari drama, tari, kesenian, 
kesusasteraan, musik, olahraga, permainan, dan lain-lain untuk rekreasi,  
kesenangan kelompok dan individu. 
8. Integrasi: Menyediakan bagi bangsa, kelompok dan individu kesempatan untuk 
memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka dapat saling kenal 
dan mengerti dan menghargai kondisi, dan pandangan serta juga keinginan.  
 
3. Unsur-Unsur Komunikasi 
a. Sumber (source) 
Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggrisnya disebut 
source, sender atau encoder.12 Sumber adalah dasar yang digunakan didalam penyampaian 
pesan, yang digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa 
                                               
 12 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu..., hal. 23. 
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orang, lembaga, buku dan sejenisnya. Dalam hal sumber ini yang perlu kita perhatikan 
kredibilitas terhadap sumber (kepercayaan) baru, lama, sementara dan lain sebagainya. 
Apabila kita salah mengambil sumber maka kemungkinan komunikasi yang kita lancarkan 
akan berakibat lain dari yang kita harapkan.13 
b. Komunikator 
Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, menulis, kelompok orang, 
organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film dan sebagainnya.14 Pada 
intinya komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan kepada orang orang lain, baik 
itu verbal-non verbal, sadar ataupun tidak sadar.  
c. Pesan  
 Pesan adalah keseluruhan dari pada apa yang disampaikan oleh komunikator.15 Pesan 
adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Dalam bahasa Inggris pesan 
biasanya diterjemahkan dengan kata message, content, atau informasi.16 
d. Saluran (channel) 
 Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui panca 
indera atau menggunakan media.17 Saluran juga dapat disebut sebagai media atau alat yang 
digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.18 
e. Komunikan  
 Komunikan adalah penerima pesan. Penerima ialah pihak yang menjadi sasaran pesan 
yang dikirim oleh sumber. Penerima sering disebut dengan berbagai istilah, seperti khalayak, 
sasaran, komunikan atau dalam bahasa inggris disebut audience atau receiver.19 
 
                                               
 13 H.A.W. Widjaja, Komunikasi & Hubungan...,hal. 12. 
 14 Ibid, hal. 12. 
 15Ibid, hal. 14. 
 16Hafied Cangara, Pengantar Ilmu..., hal. 23. 
 17H.A.W. Widjaja, Komunikasi & Hubungan...,hal. 17. 
 18Hafied Cangara, Pengantar Ilmu...,hal. 24. 
 19Ibid, hal. 25. 
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f.   Efek  
 Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku orang, 
sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan.20 Pengaruh atau efek adalah perbedaan 
antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 
menerima pesan.21 
g. Tanggapa Balik  
 Tanggapan balik atau umpan balik adalah respon yang diberikan setelah adanya 
pengaruh dari pesan yang disampaikan. 
h. Lingkungan  
 Lingkungan adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya 
komunikasi. faktor ini dapat digolongkan atas empat macam yakni lingkungan fisik, 
lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis dan dimensi waktu.22 
 
4. Komunikasi Massa  
a. Pengertian Komunikasi Massa 
 Komunikasi Massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa 
dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak 
luas. Unsur-unsur komunikasi massa yaitu komunikator, media massa, informasi (pesan ) 
massa, gatekeper, khalayak (publik) dan umpan balik.23 
 Komunikasi massa ialah komunikasi melalui atau menggunakan media massa. Kalau 
kita mengadakan kegiatan dengan menggunakan media massa maka pelaksanaannya lebih 
sukar dibandingkan dengan komunikasi tatap muka. Disini komunikator harus dapat 
menyajikan pesan bagi publiknya yang beraneka ragam  dengan jumlah yang besar. selain itu 
                                               
 20H.A.W. Widjaja, Komunikasi & Hubungan...,hal. 20. 
 21Hafied Cangara, Pengantar Ilmu..., hal. 26. 
 22Ibid, hal. 26. 
 23Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus  Teknologi Komunikasi di 
Masyarakat, Jilid 1, Cet ke 3 (Jakarta:  Kencana Prenada Media Grop, 2006), hal. 71.  
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feedbak yang terjadi adalah feedback tertunda (deyed feedback). Keuntungan dengan 
menggunakan komunikasi massa adalah dapat menjangkau audience yang sangat luas, namun 
kekurangannya adalah lebih menitik beratkan pada penyebaran informasi.24 
 Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung 
dimana pesannya di kirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya 
massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar dan film.25 
b. Ciri-ciri komunikasi massa 
  Ciri – ciri komunikasi massa : sifat pesannya terbuka dengan khalayak yang variatif, 
baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan maupun dari segi kebutuhan. Ciri lainnya sumber 
dan penerima dihubungkan oleh saluran yang telah diproses secara mekanik. Sumber juga 
merupakan suatu lembaga atau institusi yang terdiri dari banyak orang. Pesan komunikasi 
berlangsung satu arah dan tanggapan baliknya lambat (tertunda) dan sangat terbatas. Sifat 
penyebaran pesan melalui media massa berlangsung begitu cepat, serempak dan luas, serta 
memerlukan biaya produksi yang mahal dalam mengelolanya.26 
c. Karakteristik komunikasi massa 
 Komunikasi massa memiliki empat karakteristik : bersifat simultan, bersifat umum, 
komunikannya  heterogen, dan berlangsung satu arah. 
1.   Bersifat Simultan, 
Ialah bahwa walaupun komunikan berada pada jarak satu sama lain terpisah, tetapi 
media massa mampu membina keserempakan kontak dengan komunikan dalam 
penyampaian pesannya. 
 
 
                                               
 24H.A.W. Widjaja, Komunikasi & Hubungan...,hal. 24. 
 25Hafied Cangara, Pengantar Ilmu...,hal. 35-36. 
 26Ibid, hal. 37. 
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2.   Bersifat Umum 
Ialah pesan yang disampaikan melalui media massa ditunjukkan kepada umum dan 
disamping itu juga mengenai kepentingan umum. 
3.   komunikannya heterogen, 
Sebagai konsekuensi daripada penyebaran yang teramat luas (jangkauan audience), 
maka komunikan dari komunikasi massa terdiri dari berbagai macam, inilah 
menjadikan komunikannya heterogen. 
4.   berlangsung satu arah, 
Ialah bahwa feedback yang terjadi adalah delayed feedback, berbeda dengan 
komunikasi tatap muka.27 
d. Fungsi Komunikasi Massa 
 Komunikasi Massa adalah satu aktivitas sosial yang berfungsi di masyarakat. Robert K. 
Merton mengemukakan, bahwa fungsi aktivitas sosial memiliki dua aspek , yaitu fungsi nyata 
(manifest function) adalah fungsi nyata yang diinginkan, kedua fungsi nyata atau tersembunyi 
(latent function), yaitu fungsi sosial yang tidak diinginkan. Menurut Burhan Bungin ada lima 
fungsi komunikasi massa yaitu : fungsi pengawasan, fungsi sosial learning, fungsi 
penyampaian Informasi, fungsi Transformasi Budaya, dan Hiburan.28 
1.   Fungsi pengawasan  
  Fungsi ini berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan persuasif. 
Pengawasan dan kontrol sosial dapat dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak 
diinginkan. Dapat dilihat pada pemberitaan bahaya narkoba bagi kehidupan manusia yang 
dilakukan media massa dan ditunjukkan kepada masyarakat. Fungsinya agar masyarakat 
tidak terjerumus dalam pengaruh narkoba. Media massa dapat memberikan reward kepada 
masyarakat yang bermanfaat dan fungsional bagi masyarakat lainnya, namun sebaliknya 
                                               
 27H.A.W. Widjaja, Komunikasi & Hubungan...,hal. 25. 
 28Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi...,hal.78-81.  
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dapat memberikan punishment apabila aktivitasnya tidak bermanfaat dan merugikan 
masyarakat yang lain. 
2.   Fungsi social Learning 
  Fungsi utama dari komunikasi massa melalui media massa adalah melakukan guiding 
dan pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat. media massa bertugas untuk memberikan 
pencerahan-pencerahan kepada masyarakat dimana komunikasi massa tersebut berlangsung. 
3.  Fungsi penyampaian Informasi 
  Dengan adanya komunikasi massa penyampaian informasi dapat dilakukan secara 
luas. Karena komunikasi massa memungkinkan informasi tersampaikan kepada masyarakat 
secara luas dalam waktu yang cepat dan singkat. 
4.  Fungsi Transformasi Budaya 
  Fungsi transformasi budaya bersifat lebih dinamis. Melalui komunikasi massa dapat 
membuat masyarakat mempelajari berbagai budaya yang ditampilkan sehingga nilai-nilai 
kebudayaan dalam masyarakat dapat berubah. 
5.  Hiburan  
  Fungsi ini banyak sekali kita temukan dalam media massa. Seringkali media massa 
mengangkat tema hiburan dalam berbagai program mata acaranya. 
6.   Hambatan Komunikasi Massa 
   Menurut Widjaja dalam  komunikasi massa ada dua belas hambatan yaitu : 
kebisingan, keadaan psikologi komunikan, kekurangan ketrampilan komunikator atau 
komunikan,  kesalahan penilaian oleh komunikator, kurangnya pengetahuan komunikator 
atau komunikan, bahasa, Isi pesan berlebihan, bersifat satu arah, faktor teknis, kepentingan 
atau interest, prasangka dan cara penyajian terlalu verbalistik dan sebagainya.29 
 
                                               
 29 H.A.W. Widjaja, Komunikasi & Hubungan...,hal 26. 
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C. Strategi  
1. Pengertian Strategi 
 Kata strategi sudah tidak asing lagi, hampir semua kegiatan menggunakan istilah 
tersebut. Baik kegiatan politik, ekonomi, sosial, agama dan lainnya. Strategi berasal dari 
bahasa Yunani klasik yaitu “ stratus”  artinya tentara dan kata “ agen”  yang  berarti 
memimpin. Pertama kali, strategi digunakan dalam dunia kemiliteran dimana kata tersebut 
konsep awalnya adalah bagaimana tentara menggunakan seni memimpin tentara dalam 
perang untuk memenangkan sebuah peperangan. Seorang pensiunan jendral  prusia 
merumuskan strategi ialah suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai 
tujuan perang.30 
  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Strategi diartikan: (a). Ilmu dan seni 
menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu 
dalam perang dan damai. (b). Ilmu dan seni memimpin bala tentara  dalam menghadapi 
musuh. (c). Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.31 
 Stephine K. Marrus, dikutip oleh Sukristono (1995), menuliskan strategi ialah suatu 
proses penentuan rencana dari pemimpin puncak, titik fokusnya pada tujuan jangka panjang 
organisasi, serta penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan yang telah ditentukan tersebut 
tercapai.32 Dan juga strategi merupakan suatu usaha memperoleh kesuksesan dan 
keberhasilan dalam mencapai tujuan.33 
 Pada hakikatnya strategi adalah perencanaan (planning) dan Manajemen (management) 
untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 
                                               
 30Hafied Canggara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 61. 
 31https://kbbi.web.id/strategi. diakses pada Sabtu, 24 Februari 2018. 
 32Husein  Umar, Evaluasi Kinerja Perusahaan,  (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama,  2002), hal.  4.  
 33M. Ali Hamzah &Muhsrarini, Perencanaan dan Strategi pembelajaran Matematika, Jilid 1, Cet ke1 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 140. 
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hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus 
mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.34  
 Dalam pelaksanaan, strategi mempunyai substansi metode untuk merealisasikan tujuan-
tujuan lembaga, memperjelas tujuan dalam bidang yang diaturnya, memberi petunjuk untuk 
memilih sistem dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.35  
 Secara lebih khusus, pakar strategi hamel dan prahalad (1995) mengemukakan strategi 
merupakan tindakan yang bersifat Incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, 
serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa depan. 
Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan 
dimulai dari apa yang terjadi.36 
2. Peran Strategi  
  Dalam segala hal strategi sangat diperlukan. Dikarenakan strategi mempunyai peran 
penting agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Peter F. 
Drucker, efektif adalah “mengerjakan pekerjaan yang benar (doing the right things) dan 
efisien adalah “ melakukan pekerjaan dengan benar” (doing things right).37 
3. Tahapan - Tahapan Strategi  
 Dalam pelaksanaan proses strategi terdiri dari tiga tahap yaitu: Formulasi strategi, 
Implementasi strategi, dan evaluasi strategi.38 
a. Formulasi Strategi  
  Formulasi strategi merupakan proses  utama pada tahapan strategi. Adapun yang 
menjadi fokus pada tahapan ini yaitu mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi 
                                               
 34Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  
2009), hal. 32.  
 35Muhammad Fathi, 6 Kiat Menjadi Manajer Sukses, Jilid 1, Cet ke 1 (Jakarta : Khalifa, 2008), hal. 35-
36. 
 36Husein Umar, Strategic management in action, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011),  hal. 
31. 
 37Erni Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah,  Pengantar  Manajemen, (Jakarta: Kencana, 2006),  hal. 
97.  
 38Eddy Yunus, Manajemen Strategis  (Yogjakarta: CV Andi  Offset, 2006),  hal. 15. 
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peluang dan ancaman perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan 
tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu yang 
akan dilaksanakan. Dalam penyusunan strategi harus memutuskan alternatif strategi mana 
yang akan memberikan keuntungan terbanyak. Strategi menentukan keunggulan kompetitif  
jangka panjang.39 
b.  Implementasi Strategi  
 Pada tahap selanjutnya, setelah strategi di rumuskan pada formulasi maka masuk tahap 
implementasi strategi. Implementasi ini  bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber 
daya manusia melalui  penetapan struktur organisasi, mekanisme kepemimpinana yang 
dijalankan perusahaan dan organisasi. Suksesnya implementasi strategi terletak pada 
kemampuan untuk memotivasi karyawan.40 
c.  Evaluasi Strategi  
 Evaluasi merupakan tahap terakhir dan menjadi tahapan final. Evaluasi strategi adalah 
alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Strategi dapat 
dimodifikasi dimasa yang akan datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan 
berubah. Tiga aktifitas dasar evaluasi strategi adalah meninjau ulang faktor eksternal dan 
internal yang menjadi dasar strategi saat ini : mengukur kinerja; evaluasi serta mengambil 
tindakan korektif. 41 
4. Ciri – Ciri Strategi Efektif  
  Menurut Muhammad Fathi ada 7  Indikator yang menunjukkan suatu strategi itu efektif, 
yaitu :  
1. Strategi dapat membantu merealisasikan tujuan, 
2. Strategi bersifat tertulis, 
3. Strategi mengandung fleksibelitas yang tinggi, 
                                               
 39Eddy Yunus, Manajemen Strategis...,hal. 15. 
 40Ibid, hal. 15.  
 41Ibid, hal. 15-16. 
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4. Strategi mencerminkan komprehensifitas, kesempurnaan dan kejelasan, 
5. Strategi dapat menyesuaikan dengan perubahan – perubahan yang terjadi pada 
lembaga tersebut. 
6. Mengomunikasikan strategi dengan baik, dan  
7. Strategi harus sejalan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, bahkan harus 
saling memperkuat.42 
 
D.  Monitoring   
1.  Pengertian Monitoring 
 Monitor adalah orang yang memberi peringatan.43 Juga dapat didefinisikan Monitoring 
atau pemantaun adalah bagian dari manajemen pembangunan yakni kegiatan mengamati atau 
meninjau kembali atau mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala 
terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang berjalan.44 
 Menurut peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, monitoring merupakan suatu 
kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau 
kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari 
hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan  dalam mengambil keputusan tindakan 
selanjutnya yang diperlukan. 45 
 Dalam pengendalian sebuah program biasanya  monitoring terpadu dengan evaluasi. 
Namun kedua kegiatan tersebut memiliki fokus yang berbeda. Monitoring lebih terfokus pada 
kegiatan, dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan 
                                               
 42Muhammad Fathi, 6 Kiat Menjadi Manajer Sukses, Cet ke 1, (Jakarta: Khalifa, 2008). hal. 35-36. 
 43Tri Rama K. Kamus lengkap Bahasa Indonesia. (Surabaya:Karya agung),  hal . 333. 
 
44
Ebook: Hanif Nurcholis, dkk, perencanaan partisipatif pemerintah daerah  135-136. 
(https://books.google.co.id/books?id=GZ4WdUtfSHkC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false), 
diakses kamis 22 feb 2018. 
 45Mulyanto&Yumari, Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Jilid. 1. Cet ke 1, ( 
Yogjakarta: Deepublish, 2007), hal. 9.  
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indikator tertentu. Dengan maksud mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung apakah 
sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.  
 Pada prinsipnya, monitoring dilakukan pada kegiatan yang sedang berlangsung untuk 
memastikan apakah rencana kegiatan tersebut sesuai atau tidak  dengan capaian yang 
dilakukan. Apabila ada suatu penyimpangan atau ketidaksesuaian kegiatan tersebut dapat 
dibenahi.  Sementara evaluasi dilakukan diakhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau 
capaian yang diperoleh dari kegiatan tersebut. 
2.  Tujuan Monitoring  
 Monitoring bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan, 
indentifikasi dan permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahannya. 46 Sehingga 
nantinya akan membantu dan memberikan arahan dalam perbaikan  kegiatan atau program 
yang dilakukan. 
 Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk : (1). Mengumpulkan data dan 
informasi yang diperlukan, (2). Memberikan masukan dalam pelaksanaan program, (3). 
Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan, (4). Mendapatkan  
informasi tentang kesulitan dan hambatan pada kegiatan, (5). Memberikan umpan balik bagi 
sistem penilaian program, (6). Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk 
pelaksanaan kegiatan. (7). Memberikan pernyataan bersifat penandaan berupa fakta dan nilai 
(8). Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan 
sasaran. (9). Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih 
besar.(10). Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring 
mengharuskan untuk itu.47 
 
                                               
 46Mulyanto&Yumari, Strategi Monitoring...,hal .9. 
 47http://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/, diakses 24 Juni 2018. 
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  Adapun tujuan lain dari monitoring yaitu : (1). Mengkaji  apakah kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, (2). Mengidentifikasi masalah yang timbul 
agar langsung dapat diatasi, (3).  Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen 
yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek, (4).  Mengetahui kaitan antara 
kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan, (5). Menyesuaikan kegiatan 
dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan. 48 
3.  Fungsi Monitoring 
 Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi yaitu sebagai berikut : 
1. Ketaatan (Compliance) 
  Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang 
terlibat    mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan. 
2. Pemeriksaan (auditing) 
 Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi 
pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.  
3. Laporan (accounting) 
 Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil 
perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah 
periode tertentu. 
4. Penjelasan ( explanation) 
 Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana 
akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaanya tidak 
cocok.49 
 
                                               
 
48
https://www.slideshare.net/arfanfahmi/teori-monitoring-dan-evaluasi, diakses, 5 maret 2017. 
 49Asep Suryana, Strategi Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Sekolah, hal 3. diakses 5 maret 2017. 
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4.  Prinsip Monitoring   
  Dalam pelaksanaan monitoring memiliki tujuh prinsip yaitu: (1). Monitoring harus 
dilakukan secara terus-menerus, (2). Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan 
kegiatan program organisasi, (3). Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap 
organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan, (4). Monitoring harus dapat 
memotifasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi, (5). Monitoring harus 
berorientasi pada peraturan yang berlaku, (6). Monitoring harus Obyektif, (7). Monitoring 
harus berorientasi pada tujuan Program. 50 
5.  Proses Monitoring 
 Sebuah kegiatan atau program dikatakan berhasil apabila ada kesesuaian antara 
rencana yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu maka perlu monitoring 
untuk melihat apakah sudah sesuai rencana dengan proses yang didapatkan. Monitoring 
ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program.  
 Biasanya monitoring selalu diikuti dengan evaluasi. Dua kata yang berbeda ini 
memiliki aspek kegiatan berbeda. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah 
program yang dibuat berjalan dengan semestinya. Kemudian barulah dilakukan evaluasi 
terhadap program tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 50Nanang Fatah, Analisis Kebijakan Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hal. 
204. 
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 Berikut ini gambar proses monitoring51 :  
 
  
     Angket, Wawancara, FGD, Observasi 
PENYESUAIAN, 
PERBAIKAN, 
PERUBAHAN  
PROGRAM 
PROJECT  
PLANNING 
  
 
  
 
 
E.  Komisi Penyiaran Indonesia 
 1.   Profil Komisi Penyiaran Indonesia  
 Dalam Undang-undang penyiaran pasal 8 ayat 1 menyebutkan Komisi Penyiaran 
Indonesia merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran. Baik itu 
sebagai aspirasi maupun sebagai kepentingan masyarakat. Posisi Komisi ini secara tegas 
diatur dalam undang-undang penyiaran sebagai lembaga independen. Secara konseptual 
posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasa negara atau auxilarry state instition.52 
                                               
 51Asep Suryana, Strategi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah, 
hal. 2, diakses 5 Maret 2017. 
 52Febri Eko Prasetyo, Peran Komunikasi Dalam  Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
(KPID) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Penyiaran Di Samarinda, ejurnal Ilmu 
Komunikasi, Vol.V, No. 4,  Tahun 2017, hal 41-45., diakses 25 Mei 2018. 
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 Komisi Penyiaran Indonesia terdiri dari KPI Pusat yang dibentuk di tingkat Pusat dan 
KPI Daerah yang dibentuk di tingkat Daerah. Anggota KPI Pusat Berjumlah 9 (sembilan) 
orang dan KPI Daerah Berjumlah 7 (Tujuh) Orang.  
2.   Dasar Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbentuk berdasarkan Undang-Undang Penyiaran 
Nomor 32 Tahun 2002, dengan semangat pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan 
ranah publik yang harus dikelola dengan sepenuhnya untuk kepentingan publik oleh sebuah 
badan Independen bebas campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.  
  Hal ini jauh berbeda dengan sebelumnya ketika berlaku Undang-undang No. 24 Tahun 
1997 pasal 7, berbunyi “ Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan 
pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah” . Ini menandakan bahwa penyiaran pada masa 
itu bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan sepenuhnya bagi kepentingan 
pemerintah.  
  Melalui Proses demokratisasi menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali 
utama ranah penyiaran. Oleh sebab itu, frekuesi adalah milik publik dan sifatnya terbatas. 
Maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Dalam fungsi 
pelayanan lembaga penyiaran harus menyajikan informasi yang sehat kepada masyarakat. 
Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 32 Tahun 2002 dengan prinsip keberagaman isi 
dan prinsip Keberagaman Pemilik.  
3.   Fungsi, Wewenang  dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
  Komisi Penyiaran Indonesia merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi 
mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiran. Adapun dalam 
Menjalankan fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang sebagai berikut: 
1. Menetapkan Standar Program Penyiaran. 
2. Menyusun Peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran. 
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3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta Standar 
Program Siaran. 
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran 
serta standar program siaran 
5. Melakukan koordinasi atau Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran serta 
masyarakat. 
 Sebagai regulator dalam mengawasi lembaga penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia 
mempunyai tugas yang  diemban olehnya yaitu : 
1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai 
dengan hak asasi manusia. 
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. 
3. Membangun iklim persaingan lembaga Penyiaran yang sehat. 
4. Memilihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang 
5. Manampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan 
apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara penyiaran 
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin 
profesionalitas di bidang penyiaran.  
 
 Adapun tugas dan kewenagan lain yang diemban Oleh Komisi Penyiaran Indonesia 
berdasarkan pasal 40 yaitu : 
1. Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan  menetapkan 
pedoman perilaku penyiaran bagi penyelengaraan siaran. 
2. Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana maksud dalam ayat (1) di susun dan 
bersumber pada : nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku; dan norma-norma lain yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat dan 
lembaga penyiaran. 
3. Komisi Penyiaran wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku 
penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan Masyarakat. 
4. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-
kurangnya berkaitan dengan; Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, rasa 
hormat terhadap hal pribadi, kesopanan dan kesusilaan, pembatasan adegan seks, 
kekerasan, dan sadisme, perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan, 
penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak, penyiaran program dalam 
bahasa asing, ketetapan dan kenetralan program berita, baik siaran langsung maupun 
siaran Iklan. 
4.  Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Oleh Komisi Penyiaran  Indonesia 
 Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002  tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia 
dapat memberikan sanksi-sanksi yang bersifat administratif kepada lembaga penyiaran 
berdasarkan dalam ayat (1) yang berupa:  
1. Teguran Tertulis. 
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. 
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran. 
4. Denda Administratif. 
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu. 
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. 
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. 
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5.  Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPI ACEH) 
 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh Merupakan regulator penyiaran Indonesia 
yang berada di Provinsi Aceh. Lembaga ini bersifat Independen berfungsi sebagai wujud 
peran serta masyarakat yang mewadahi dan mewakili kepentingan masyarakat akan 
penyiaran. Dasar hukum pembentukannya Undang- undang penyiaran No 32  Tahun 2002 
tentang penyiaran. 
 Dasar hukum lain pembentukan komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh tertuang 
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 pasal 153, tentang kewenangan pemerintah Aceh 
mengatur lembaga penyiaran. Tujuan dari pembentukan mengatur segala hal yang berkaiatan 
dengan penyiaran di Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum.53 
 Adapun Visi dan Misi Komisi penyiaran Indonesia Daerah Aceh yaitu sebagai berikut: 
a. Visi 
Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk 
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 
b. Misi 
1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi siaran. 
2. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem 
Siaran dan Profesionalisme  Penyiaran. 
3. Membangun Kelembagaan KPI dan partisipsi masyarakat terhadap 
penyelenggaraan penyiaran. 
4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI.54 
F. Kajian Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 
  Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Perilaku Siaran ialah aturan turunan dari 
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. serta merupakan produk yang dihasilkan 
                                               
 
53
 http://kpi.acehprov.go.id/index.php/tentang-kpia/, diakses tgl 31 mei 2018. 
 
54
http://kpi.acehprov.go.id/index.php/visi-misi/, diakses tgl 31 mei 2018. 
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Komisi Penyiaran Indonesia sebagai titik acuan kerja dalam menertibakan lembaga Penyiaran 
di Indonesia.  
1. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) 
 Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 bab 1 
pasal 1 menyatakan Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga 
penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan 
perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.55 
  Dengan adanya aturan tersebut akan memberikan arah bagi lembaga penyiaran dalam 
melakukan penyiaran. Sehingga akan terwujud sebuah penyiaran sesuai harapan UU 
Penyiaran. Bagi lembaga penyiaran ini sudah menjadi kewajiban mengikuti Pedoman 
tersebut mengingat pemanfaatan frekuensi adalah ranah publik dan juga sumber alam 
terbatas. Sehingga penggunaan harus betul-betul ditunjukkan untuk kemaslahatan 
masyarakat. 
  Pedoman tersebut disusun agar Lembaga Penyiaran yang ada di Indonesia terdorong 
untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman 
dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam 
rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.  
  Dalam pembuatan Pedoman Perilaku penyiaran ditetapkan oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, 
norma-norma lain, yang berlaku serta diterima oleh masyarakat, kode etik, dan Standar 
Profesi Penyiaran. Pengaturan ini tercantum pada bab 2  pasal 2 peraturan Komisi Penyiaran 
Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. 
                                               
 55Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, No 01/P/KPI/03/2012.  
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 Pasal 3 bab 2 dilanjutkan bahwa pedoman ini ditetapkan berdasarkan asas kemanfaatan, 
asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kebebasan dan tanggung jawab, asas keberagaman, 
asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi.  
  Tujuan dan arah dari dirumuskannya aturan pedoman perilaku penyiaran agar 
lembaga penyiaran dapat berjalan sebagimana  tercantum dalam pasal 4 yaitu ; 
a. Menjungjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara 
Republik Indonesia, 
b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap dan segenap peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku di indonesia, 
c. Menghormati dan menjungjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa 
yang multikultural, 
d. Menghormati dan Menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh Perudang- 
Undangan, 
e. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, 
f.    Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik, 
h. Menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja, 
i.    Menghormati dan menjunjung tinggi hak orang/atau kelompok masyarakat, dan  
j. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.56 
2.  Standar Program Siaran  
  Standar program siaran merupakan penjabaran teknis pedoman perilaku penyiaran yang 
berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program 
siaran. Serta, berisi tentang larangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran serta sanksi 
                                               
 56Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, No 01/P/KPI/03/2012. 
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berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia.57 
 Adapun tujuan dari Standar Program Siaran berdasarkan pasal 2 bab 2 yaitu sebagai 
berikut; 
1.  Memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang  beriman 
dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka membangun 
masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, 
2.  Mengatur program siaran untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan 
masyarakat, 
3.  Mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat.58 
  Pada pasal 3 bab 2 menyatakan bahwa standar program siaran ditetapkan agar lembaga 
penyiaran dapat menjalankan  fungsinya sebagai Media  Informasi, Pendidikan, Hiburan, 
Kontrol, Perekat sosial, dan Pemersatu Bangsa.59 
  Setelah mengetahui tujuan dan fungsi dari standar program siaran yang tidak kalah 
penting yaitu mengetahui arah  dari Standar Program Siaran. pengaturan tentang arahan ini 
tercantum dalam pasal 4 bab 2 yang bunyinya  : 
1. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan  Indonesia, 
2. Meningkatkan Kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku,  
3. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa 
yang multikultural, 
4. Menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan 
perundang-undangan, 
                                               
 57Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang  Standar Program Siaran, No 02/P/KPI/03/2012. 
 58Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang  Standar Program Siaran, No 02/P/KPI/03/2012. 
 59Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang  Standar Program Siaran, No 02/P/KPI/03/2012. 
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5. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, 
6. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
7. Menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepetingan publik, 
8. Menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja,  
9. Menghormati dan menjunjung tinggi hak orang atau kelompok masyarakat tertentu, 
10.Menjunjung tinggi prinsip jurnalistik. 60 
 
G.  Pengawasan 
1.  Pengertian Pengawasan 
 Muhammad Busro dikutip dari Nataira (2011) menyatakan bahwa pengawasan 
merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 
semua pekerjaan yang sedang dilakukan  sesuai rencana dan standar yang telah ditentukan. 
Serta juga harus sesuai dengan  metode tertentu dan tindakan perbaikan. Dalam definisi ini 
ditekankan bahwa perencanaan dan pegawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama, 
keberadaanya dapat dibedakan, tetapi sulit untuk dipisahkan.61 
 Pengawasan merupakan tindakan seorang manajer untuk mengontrol dan 
mengendalikan jalannya suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah 
ditetapkan. Pengawasan juga sering disebut controling (pengendalian) adalah mengukur 
pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan 
dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. Adapula yang mejelaskan bahwa 
proses memastikan aktivitas aktual  sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pengendalian 
adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan 
dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.62 
                                               
 60Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang  Standar Program Siaran, No 02/P/KPI/03/2012. 
 61Muhammad Busro, Teori-Teori..., hal. 141-142. 
 62Jailani & Raihan, Pengantar Manajemen menurut Al-Qur’an, Jilid 1, Cet ke 1, (Banda Aceh : 
Dakwah Arraniry Press, 2013), hal. 146. 
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 Kemudian Muhammad Busro menambahkan pengertian pegawasan menurut Simbolon 
dalam Wahyuni (2006 : 34) adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah 
hasil pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan perencanaan, 
perintah, tujuan atau kebijakan  yang telah ditentukan. Apabila masih belum sesuai dengan 
apa yang telah dirumuskan maka harus disesuaikan. Apabila tindakan yang dilakukan sudah 
sesuai maka selanjutnya ditingkatkan.63 
 Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau 
perusahaan sudah tercapai atau belum. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, 
pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan dilaksanakan secara efektif.64 
 Selanjutnya menurut Schemerhon dalam Matondang (2012 : 14)  dikutip Muhammad 
Busro pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 
tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja 
yang telah ditentukan tersebut.65 
2.  Tujuan Pengawasan 
 Dalam melakukan pengawasan tentunya memiliki tujuan, tidak mungkin suatu tindakan 
dilakukan tanpa tujuan. Karena hal itu akan menjadi sia-sia. Dalam pengawasan setidaknya 
ada sepuluh tujuan yang menjadi alasan mengapa pengawasan penting untuk dilakukan, 
berikut tujuannya : 
1.  Melakukan pengendalian secara sistematis. 
2.  Melihat kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan rencana. 
3.  Mengukur kinerja karyawan. 
4.  Membandingkan kegiatan yang sedang berjalan dengan standar yang telah dirancang 
dan ditetapkan. 
                                               
 63Muhammad Busro, Teori-Teori..., hal.143. 
 64Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi  Mengelola Radio & Televisi, Jilid 1 ( Jakarta: 
Kencana Prenadamedia Group, 2008), hal. 167. 
 65Muhammad Busron, Teori-Teori..., hal. 143. 
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5.  Untuk mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 
6.  Dengan melakukan pengawasan membantu  merancang informasi umpan balik. 
7.  Untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan. 
8.  Untuk mengevaluasi prestasi yang telah dilaksanakan 
9.  Untuk memastikan kesesuian antara tindakan dengan rencana. 
10.  Serta untuk melihat pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan.66 
3. Proses Pengawasan  
 Dalam pengawasan ada beberapa langkah-langkah proses pengawasan yang harus 
dilakukan, langkah-langkah tersebut yaitu : 
1.   Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan), sehingga dalam melakukan 
pengawasan manajer mempunyai pengangan standar yang jelas. 
2.   Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Mengukur kinerja karyawan, 
sejauhmana karyawan dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya 
atau telah ditetapkan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya yang 
optimal. 
3.   Dapat dijadikan Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisir 
penyimpangan-penyimpangan. 
4.    Pengambilan tindakan koreksi. Melakukan perbaikan-perbaikan bila dilapangan 
ditemukan penyimpangan yang terjadi.67 
  
 
 
 
                                               
 66Muhammad Busron, Teori-Teori..., hal. 146. 
 67Ibid, hal.151.  
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 Secara ringkas langkah-langkah proses pengawasan menurut Handoko (2003 : 363) 
dapat digambarkan sebagai berikut68: 
 
 
 
 
 
 
 
4. Prinsip Pengawasan 
1.   Pengawasan harus selalu berpegang teguh pada rencana atau standar. 
2.   Pengawasan harus melibatkan pihak internal dan eksternal. 
3.   Pengawasan harus bersifat menyeluruh (integral). 
4.  Pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus. 
5.   Pengawasan harus dilakukan secara melekat. 
6.   Pengawasan harus bersifat penghematan, bukan pemborosan ekonomis. 
7.   Pengawasan harus mampu meningkatkan mutu produk. 
8.   Pengawasan harus menjamin bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi secara 
sengaja. 
9.   Pengawasan harus mampu menjamin bahwa hasil sesuai dengan rencana.69 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 68Muhammad Busron, Teori-Teori..., hal. 157. 
 69Ibid, hal. 154.  
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5.   Metode Pengawasan  
 Pelaksanaan pengawasan menurut Simbolon dalam Wahyuni (2006 : 39) dikutip 
Muhammad Busro menggunakan metode-metode berikut : 
1.   Pengawasan langsung.  
 Pengawasan Langsung ialah pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan  
melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan 
sistem inspeksi, verifikasi, maupun dengan sistem investigasi. Metode ini 
dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan 
dalam pelaksanaan pekerjaan. Sistem pengawasan ini dilakukan oleh atasannya. 
2.   Pengawasan tidak langsung. 
  Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan 
melakukan pemeriksaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk 
kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-
angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah direncakan. 
3.   Pengawasan formal.  
Pengawasan formal dilakukan oleh instansi yang bertindak atas nama pimpinan. 
Pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan kata kerjanya. 
4.   Pengawasan Informal. 
  Pengawasan Informal biasanya dilakukan oleh pimpinan dengan melalui 
kunjungan yang tidak resmi (pribadi) atau secara Incognito. Hal itu untuk menghindari 
kekakuan dalam hubungan antara pimpinan dan karyawan. 
5.   Pengawasan administratif.  
 Pengawasan yang dilakukan meliputi bidang pengawasan keunangan, 
kepegawaian dan material. 
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6.   Pengawasan teknis (teknical control) 
 Pengawasan teknis merupakan pengawasan terhadap hal-hal bersifat fisik.70 
 
H.  Lembaga Penyiaran  
1. Pengertian Lembaga Penyiaran 
 Menurut ketentuan Umum UU 32/2002 menyebutkan Lembaga Penyiaran adalah 
penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga  
penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan.71  Dari sini dapat kita 
simpulkan bahwa lembaga penyiaran sama dengan penyelenggara penyiaran.72 
 Ada pula istilah “ Jasa Penyiaran” sebagaimana disebut dalam UU No 32 Tahun 2002 
yang terdiri dari jasa penyiaran Radio dan jasa penyiaran Televisi sebagaimana  ketentuan 
pasal 13. Kemudian dalam Pasal 31 juga menyebutkan istilah lainnya yaitu “Stasiun 
Penyiaran” dengan bunyi “ Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan  jasa penyiaran radio 
atau televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal”73 
 Berbeda halnya di Amerika serikat yang hanya menggunakan satu istilah yaitu 
broadcast Stasion atau Stasiun Penyiaran. Unsur-unsur dari elemen stasiun penyiaran 
tersebut mencakup : kepemilikan, Perizinan, fungsi, kegiatan menyiarkan (transmisi), bahkan 
juga sasaran siaran (target  audien) yang dituju.74 
 
2.  Sejarah Lembaga Penyiaran Indonesia 
   Radio 
  Radio siaran yang pertama di Indonesia (waktu itu bernama nederland Indie – Hindia 
Belanda), ialah Batavia Radio Vereniging (BRV) di Batavia (Jakarta tempo dulu) yang 
                                               
 70Muhammad Busron, Teori-Teori..., hal. 164-165. 
 71Judhariksawan, Hukum Penyiaran..., hal 195. 
 72Morissan, Manajemen media..., al 85-86.  
 73Ibid, hal 86. 
 74Ibid, hal 87. 
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resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925, jadi lima tahun setelah di Amerika Serikat, 
tiga tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet. 75 
  Pada Tahun 1925, pada masa pemerintahan Hindia-Belanda Prof. Komans dan Dr. De 
Groot berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun relai di Malabar, 
Jawa Barat. Kejadian  ini kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio Vereninging dan 
NIROM. 76 
  Radio siaran Indonesia pada masa penjajahan Belanda dahulu bersifat swasta. Karena 
sejak adanya BRV tadi, maka muncullah badan-badan radio siaran lainnya Nederlandsch 
Indische Radio Omroep Mj (NIROM) di Jakarta, Bandung dan Medan, Solosche  Radio 
Vereniging (SRV) di Surakarta, Mataramse Vereniging Voor Radio Omroep (MAVRO) di 
Yogjarkta, Vereniging Voor Oosterse Radio Luisteraars (VORL) di Bandung, Vereniging 
Voor Oosterse Radio Omroep (VORO) di Surakarta, Chineese en Inheemse Radio 
Luisteraars Vereniging Oost Jawa (CIRVO) di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep 
(EMRO) di Madiun, Radio Semarang  di Semarang dan lain-lain.77 
  Tahun 1930 amatir radio diindonesia telah membentuk organisasi yang menamakan 
dirinya NIVERA (Nederland Indische Vereniging Radio Amateur) yang merupakan radio 
amatir pertama di Indonesia. Berdirinya Organisasi Ini disahkan oleh pemerintah Hindia-
Belanda.78 
  Kegiatan penyiaran radio amatir Indonesia tidak banyak tercatat pada masa 
pemerintahan Jepang. Karena pada masa itu radio dilarang oleh  pemerintah Jepang. 
Meskipun dilarang, kegiatan penyiaran tetap dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. 
                                               
 75Onong Uchjana Effendy, Ilmu  Teori  dan Filsafat Komunikasi,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2003), hal.156. 
            76Morissan, Manajemen media...,hal. 8. 
 77Onong Uchjana Effendy, Ilmu  Teori  dan Filsafat Komunikasi,  (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 
2003), hal,  156-157.  
 78Morissan, Manajemen media...., hal 8. 
45 
 
Radio penyiaran beroperasi dibawah tanah dalam upaya mendukung dalam memperjuangkan 
kemerdekaan Indonesia.  
   Pada tanggal 14 agustus 1945 terdengar berita bahwa pemerintah  Jepang mengalami 
serangan Bom atom yang hebat di Hiroshima dan Nagasaki. Kabar ini dimanfaatkan dengan 
baik oleh pemuda Indonesia yang mendengar siaran luar negeri bahwa jepang telah 
menyerah. Pemuda Indonesia saat itu  mengadakan suatu gerakan memproklamasikan  
Negara Indonesia Mardeka. 79 
  Kemudian baru pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia  Mardeka diproklamasikan 
oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Teks proklamasi disiarkan dalam bahasa Indonesia dan 
bahasa Inggris. Namun teks proklamasi tidak sempat disiarkan keluar negeri pada tanggal 17 
Agustus karena pemancar satu-satunya untuk luar negeri berada di Bandung di bawah 
pengawasan mereka. Baru pada tanggal 18 Agustus naskah Proklamasi dapat disiarkan keluar 
Indonesia.80 
  Periode tahun 1950 hingga 1952 amatir radio Indonesia membentuk PARI (Persatuan 
Amatir Radio Indonesia). Namun pada tahun 1952, pemerintah yang mulai represif 
mengeluarkan ketentuan bahwa pemancar radio amatir dilarang mengudara kecuali pemancar 
Radio Milik pemerintah. 81 
  Kegiatan amatir radio terpaksa dibekukan pada kurun waktu antara tahun 1952-1965. 
Pembekuan tersebut diperkuat dengan UU No.5 Tahun 1964 yang mengenakan sanksi 
terhadap mereka yang memiliki radio pemancar tanpa seizin pihak yang berwenang. Namun 
tahun 1966, seiiring dengan runtuhnya Orde Lama, antusias amatir radio mulai mengudara 
kembali tidak dapat dibendung lagi. 82. 
                                               
              79Onong Uchjana Effendy, Ilmu  Teori..., hal , 160-161. 
 80Onong Uchjana Effendy, Ilmu  Teori..., hal. 161-162.  
 81Morissan, Manajemen media...,hal. 8. 
 82Ibid, hal. 9. 
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  Tahun 1966 mengudara Radio Ampera yang merupakan sarana Perjuangan kesatuan 
aksi dalam perjuangan Orde Baru. Kemudian pada tanggal 11 September 1945 di enam kota 
didirikan radio Republik Indonesia (RRI), setelah rapat yang dilakukan para tokoh yang aktif 
mengoperasikan stasiun Radio Jepang.83 
  Televisi 
  Di Indonesia siaran televisi dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung 
upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962 jam 
14.30 WIB  yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari 
stadion Utama Gelora Bung Karno.84 
  Selama 27 Tahun penonton Televisi Indonesia hanya dapat menonton satu saluran 
televisi. Namun baru pada tahun 1998, pemerintah memberikan Izin Operasi kepada 
kelompok usaha Bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI. Kehadiran RCTI 
merupakan televisi pertama swasta Indonesia. Kemudian disusul oleh SCTV, Indosiar, 
ANTV, dan TPI. 
  Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah memicu perkembangan Industri media Massa 
khususnya Televisi yang semakin Menjamur. Menjelang tahun 2000 muncul secara serentak 
Lima Televisi Swasta baru (Metro, Trans, TV7, Lativi dan Global). Kemunculan televisi 
terus bertambah sejak disahkannya Undang-Undang penyiaran pada Tahun 2002. 
 
3. Jenis-jenis Lembaga  Penyiaran 
a.  Lembaga Penyiaran  Swasta 
  Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial 
berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa 
                                               
 83Morissan, Manajemen media Penyiaran...,hal. 9. 
 84Ibid, hal. 9. 
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penyiaran radio atau televisi. Bersifat komersil berarti stasiun didirikan dengan tujuan 
mencari keuntungan. Baik itu berasal dari penayangan iklan maupun usaha sah lainnya.85 
   Modal Pendirian 
  Lembaga  penyiaran ini didirikan dengan modal awal  dimiliki oleh warga negara 
Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas (PT). Hal ini menegaskan 
bahwa orang asing tidak dapat mendirikan stasiun penyiaran di Indonesia. Meskipun 
demikian, modal asing diperbolehkan dimanfaatkan dengan jumlah modal tidak boleh lebih 
dari 20 persen dari seluruh modal. Sisanya paling sedikit 80 % saham milik warga indonesia 
atau badan hukum Indonesia.86 
 Izin Penyiaran   
  Sebelum mengurus izin penyiaran, hal penting yang perlu diketahui yaitu apakah 
terdapat alokasi frekuensi yang dapat digunakan, di wilayah tempat stasiun penyiaran 
didirikan. Pemohon juga harus memperhatikan ketersediaan frekuensi.87 Tanpa adanya 
ketersedian frekuensi izin siaran tidak dikeluarkan. Sehingga Lembaga penyiaran tidak boleh 
melakukan proses penyiaran.  
  Izin penyiaran dapat diperoleh ketika ada ketersedian frekuensi. Baik ketersedian 
karena belum digunakan  maupun ketersedian frekuensi  karena stasiun penyiaran lain tidak 
memperpanjang frekuensi yang digunakannya. Selama belum memperoleh lisensi maka 
stasiun tidak memiliki hak untuk menjalankan penyiaran. Kewajiban setiap lembaga 
penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran diatur dalam UU Nomor 32 
Tahun 2002 tentang penyiaran, pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa: 
 “sebelum menyelenggarakan kegiatannya Lembaga penyiaran wajib memperoleh 
izin penyelenggaraan penyiaran” 
  
                                               
 85Morissan, Manajemen media...,hal. 88. 
 86Ibid, hal. 89. 
 87Ibid, hal. 90. 
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 Dengan demikian, Izin Penyiaran merupakan hal yang benar-benar harus diperhatikan 
sebelum lembaga penyiaran mengudara. Tanpa mengantongi IPP, maka yang bersangkutan 
telah melanggar UU Penyiaran. Ketika lembaga penyiaran melanggar Undang-undang 
penyiaran aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum dan bagi pelaku 
tindak pidana dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.88 
  Izin penyiaran diberikan negara melalui KPI. Untuk mendapatkan surat izin penyiaran 
tersebut individu atau korporasi yang mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan 
nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan kepada komisi penyiaran 
Indonesia serta memenuhi persyaratan lainnya. 89 
b.  Lembaga penyiaran Berlangganan 
  Lembaga penyiaran berlangganan adalah penyelenggara penyiaran bersifat komersil 
berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat komersil berbentuk badan hukum indonesia. 
Bidang usahanya menyelenggarakan  jasa penyiaran berlangganan. LPB diselenggarakan 
berdasarkan klasifikasi: Penyiaran berlangganan melalui satelit, penyiaran berlangganan 
melalui kabel, dan penyiaran berlangganan melalui teresterial.90 
c. Lembaga Penyiaran  Publik 
 Lembaga  penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, 
bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk 
kepentingan masyarakat. Stasiun penyiaran publik terdiri atas Radio Republik Indonesia 
(RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Stasiun penyiaran pusatnya berada di ibu 
                                               
 88Judhariksawan, Hukum Penyiaran..., hal 65. 
 89Morissan, Manajemen media...,hal, 91. 
 90Judhariksawan, Hukum Penyiaran...,hal. 68. 
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kota negara. Di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan stasiun penyiaran publik 
lokal.91 
 Di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik 
lokal, dengan catatan tidak atau belum dilayani oleh RRI atau TVRI setempat. LPP lokal 
merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum  (berupa peraturan Daerah) 
yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD atas usulan masyarakat.92 
d. Lembaga Penyiaran Komunitas 
 Lembaga Penyiaran Komunitas ialah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum 
Indonesia, didirikan oleh Komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, 
dengan daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan 
komunitas.93 
 Lembaga Penyiaran komunitas merupakan lembaga nonpartisan yang didirikan oleh 
warga negara negara Indonesia tidak ada campur tangan asing dan berbentuk badan hukum 
koperasi  atau perkumpulan dengan seluruh modal usahanya berasal dari anggota komunitas. 
Didirikan dengan modal awal dari kontribusi komunitasnya yang berasal dari tiga orang atau 
lebih yang selanjutnya menjadi milik komunitas. Sumber pembiayaan dari sumbangan hibah, 
sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.94 
 
I.  Teori-Teori  Terkait 
1.   Teori keterbatasan  atau The scarcity theory  
 The scarcity theory  atau teori keterbatasan yang mencatat bahwa gelombang 
elektromagnetik bersifat terbatas. keterbatasan ini hanya mampu dipakai oleh stasiun 
penyiaran secara terbatas sehingga hanya segelintir orang yang bisa  menikmatinnya. Dari 
                                               
 91Morissan, Manajemen media...,hal.105. 
 92Judhariksawan, Hukum Penyiaran...,hal, 66. 
 93Ibid, hal. 104. 
 94Morissan, Manajemen Media....,hal. 04-105.  
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ribuan pelamar, misalnya, negara harus menyeleksi dan memilih pengguna frekuensi yang 
dianggap paling potensial dan mampu mengelolanya secara profesional.95 
2.  The pervasive presence theory atau pengelolaan media penyiaran 
 Teori ini mengasumsikan bahwa media penyiaran sangat dominan pengaruhnya kepada 
masyarakat, melalui pesan yang begitu ofensif dan masuk  pada wilayah pribadi sehingga 
perlu diatur agar semua kepentingan masyarakat bisa terwadahi dan terlindungi. Teori ini 
mengharuskan peran negara melalui proses demokratis dalam membuat regulasi mengatur isi 
media penyiaran. Berdasarkan dua teori ini, sistem kepemilikan dan pengelolaan media 
penyiaran di berbagai negara, umunya tidak terpusat pada satu pihak dalam masyarakat. 96 
3.   Teori Tanggung Jawab Sosial  
  Di abad 20  di Amerika Serikat, ada gagasan yang berkembang bahwa media, satu-
satunya industri dilindungi Piagam Hak Asasi Manusia, harus memenuhi tanggung jawab 
sosial. Teori ini merupakan evolusi gagasan praktisi media, undang-undang media, dan hasil 
kerja Komisi Kebebasan Pers (Komisi Hutchi), berpendapat bahwa selain bertujuan untuk 
memberi informasi, menghibur, mencari untung juga bertujuan untuk membawa konflik 
kedalam arena diskusi.97  
  Teori tanggung jawab sosial mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki sesuatu 
yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum, dan jika media dianggap 
tidak memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksanya. Dibawah teori ini, 
media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode etik profesional, dan 
dalam hal penyiaran, dikontrol oleh badan pengatur mengingat keterbatasan teknis pada 
jumlah saluran frekuensi yang tersedia. 98 
                                               
 95Masduk`i,  Regulasi Penyiaran : dari  Otoriter Ke Liberal, (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta,  2007),  
hal. 4-5. 
 96Ibid, hal. 5. 
 97 Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr. Teori Komunikasi : Sejarah, Metode, dan Terapan  di 
Dalam Media Massa, Jilid 5, Cet ke 4,  (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 200),  hal 378-379. 
 98Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr. Teori Komunikasi..., hal 379. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.  Fokus dan Jenis Penelitian 
 Dalam penelitian metodologi sangat dibutuhkan. Karena metodologi merupakan suatu 
senjata atau alat yang digunakan untuk membedah penelitian yang dilakukan. Seorang 
peneliti dituntut untuk mampu menguasai metodologi, Sehingga penelitian akan dapat 
dilakukan secara benar dan efektif.  
 Kata metodologi dibentuk dari kata “Metodos” artinya cara, teknik atau prosedur dan 
kata “Logos” artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan metodologi dalam sebuah riset merupakan 
suatu pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode riset. Sedangkan 
metode sendiri merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai 
langkah-langkah yang sistematik.1 
 Metode penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu metodologi penelitian kualitatif 
dan metodelogi Kuantitatif.  Metodologi kualitatif  merupakan suatu metodologi penelitian 
datanya berupa statement-statement  atau peryataan-pernyataan. Sedangkan Kuantitatif 
merupakan suatu metodologi  penelitian yang datanya menggunakan angka-angka.2 
 Adapun dalam penelitian ini metode atau jenis penelitian yang digunakaan adalah 
Penelitian Kualitatif.  Penelitian kualitatif bertujuan  untuk menjelaskan dengan sedalam-
dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan 
besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data 
yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak 
                                               
1Burhan Bungin, Teknik Praktis Riset Komunikasi disertai Contoh Praktis Media, Public Relations, 
Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran,Jilid 1, Cet ke 3,  (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group 2006), hal.  49. 
 2Ibid,  hal. 50-51. 
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perlu mencari sampling lainnya. Di sini sangat ditekankan kedalaman (kualitas) data bukan 
banyaknya (kuantitas) data.3 
 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang 
terpenting suatu barang atau jasa. Hal yang terpenting suatu barang dan jasa yang berupa 
kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat 
dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan teori. Penelitian kualitatif dapat 
menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 
pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan.4 
 Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena yang tidak 
dapat diakuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti langkah kerja, formula suatu resep, 
pengertian suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, 
gaya, budaya, model fisik suatu artefak, dan lain sebagainya.5 
 Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji secara lebih mendalam data-data dan 
informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Data-data dan informasi yang dimaksud 
peneliti yaitu data yang berkaitan dengan Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  Aceh  
dalam mengawasi Lembaga Penyiaran. Baik itu berupa ucapan, tulisan dan orang yang 
diamati. 
 
B.  Lokasi  Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan dikantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh. Alamat: 
Jalan Syiah Kuala No.12, Jambo Tape, Banda Aceh. Tlp: [0651] 801-2604., Fax : [0651] 
635460. Email : kpidaceh@yahoo.co.id 
 
                                               
 3Burhan Bungin, Teknik Praktis..., hal. 56-57. 
 4M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta : Ar- Ruzz Media, 
2017), hal. 25. 
 5M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif..., hal. 26. 
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C.   Sumber Data  
 Dalam penelitian kualitatif ada dua sumber berita yaitu : sumber data primer dan 
sumber data sekunder6.  
1. Sumber data primer  
 Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Yang 
termasuk data primer yaitu transkip hasil wawancara dan hasil temuan-temuan saat proses 
pelaksanaan penelitian. 
2. Sumber Data Sekunder 
 Sumber data sekunder merupakan sumber data  yang diperoleh dari proses 
pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan 
tahunan, buku literatur dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
 
D.  Informan Penelitian 
 Informan adalah orang yang memberi Informasi.7Informan penelitian ini  merupakan 
orang yang dapat memberikan keterangan-keterangan mengenai tentang data-data yang 
diteliti kepada peneliti yang berkaitan dengan Strategi Monitoring Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Aceh dalam Mengawasi Lembaga Penyiaran. 
 
Tabel. 3.1. Daftar Informan 
No  Nama  Jabatan  
1. Muhammad Hamzah Ketua 
2.  Irsal Ambia Koord Bidang Pengawasan isi siaran. 
                                               
 6P. Ratu Ile Tokan, Manajemen Penelitian  Guru  Untuk Pendidikan Bermutu, (Jakarta  : Pt. Grasindo, 
2016), Hal 75. 
 7 https://id.wiktionary.org/wiki/informan, diakses, 5 Juli 2018. 
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3. Hamdani,S.Ag. Anggota Bidang Kelembagaan. 
4. Safir. SH. Demisoner KPI Aceh, Pengamat Media, Tokoh Masyarakat 
5. Dosi Elfian, S.Hi Produser Kompas TV Aceh. 
 
 
E.  Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik 
yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, 
wawancara mendalam, dan dokumentasi.8 
1. Observasi  
 Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 
mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 
tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode 
observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian 
seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.9 
 Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja 
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 
Tujuannya adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk 
penelitian.  Untuk itu maka keperluan dari peneliti pengamatan ini harus dilatih agar dapat 
melihat dan mengumpulkan data yang relavan dengan masalah yang diteliti.10 
2. Wawancara 
 Wawancara adalah percakapan antara peneliti dengan seseorang untuk mendapatkan 
informasi baik dari informan maupun yang diasumsikan mempunyai suatu informasi penting 
                                               
 8M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian..., hal. 164. 
 9Ibid, hal. 165. 
 10Ibid, hal.166. 
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tentang objek penelitian yang dilakukan. wawancara merupakan metode pengumpulan data 
yang digunakan  untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.11 
3. Dukomentasi 
 Dokumentasi merupakan metode ilmiah dalam pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan data baik itu data primer maupun data sekunder. Sumber utama metode ini 
adalah dari objek penelitian.12 Dokumen disini meliputi materi (bahan) seperti: fotografi, 
video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis, dan sebagainya yang dapat digunakan 
sebagai informasi penunjang dan sebagai bagian kajian kasus.13 
 Dokumentasi juga dapat dipahami sebagai suatu catatan tertulis yang berhubungan 
dengan suatu peristiwa dimasa lalu, baik depersiapkan maupun tidak dipersipkan untuk suatu 
penelitian. Dapat ditambahkan juga seperti usulan, kode etik, buku tahunan, selebaran berita, 
surat pembaca, surat kabar, majalah ilmiah dan sebagainya.14 
 
F.  Teknik Analisis Data 
 Setelah peneliti mendapatkan data  maka tahap selanjutnya dianalisis secara detail dan 
sistematis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Interaktif  
Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menawarkan suatu teknik analisis yang sering 
disebut dengan interaktive model. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga 
komponen; Reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.15 
a. Reduksi data 
 Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih 
data mana yang akan diberi kode, mana yang akan ditarik keluar, dan pola rangkuman 
sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi 
                                               
 11Burhan Bungin, Teknik Praktis..., hal. 98. 
 12Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I dan II, (Yogyakarta: Andy Orset, 1989), hal. 136. 
 13M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian..., hal 199. 
14Ibid, hal. 199. 
 15 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif  ( Yogjakarta : LkiS, 2007),  hal. 104. 
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data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, menfokuskan, membuang, 
dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan 
dan diverifikasi.16 
Reduksi data memiliki beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh. Adapun 
tahapan yang harus dilalui yaitu: Pertama, melibatkan Langkah-langkah editing, 
pengelompokkan, dan  meringkas data. Kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-
catatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta 
proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok dan pola-
pola data.17 
b. Data Display 
 Komponen kedua analisis data Interaktif dari miles dan Huberman, yakni penyajian 
data (data display), melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin 
(kelompok) data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga seluruh data yang 
dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Dalam hubungan ini, data yang tersaji 
berupa kelompok-kelompok atau gususan-gugusan yang kemudian dikaitkan sesuai dengan 
kerangka teori yang digunakan.18 
 c.  Kesimpulan/ verifikasi 
 Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu 
yang dilihat atau diwawancarainya. Memo dan memo ditulis, namun kesimpulan akhir masih 
jauh. Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam 
pegesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif akan 
memberikan warna pada kesimpulan penelitian. melalui proses reduksi data, Display data, 
                                               
 16 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian ; Kuantitatif,  Kualitatif  &  Penelitian  Gabungan, (Jakarta : 
Kencana, 2014), hal. 408. 
 17 Pawito, Penelitian Komunikasi ..., hal. 104. 
 18Ibid,  hal. 105-106.  
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dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menandakan bahwa analisis yang digunakan telah 
memenuhi standar kelayakan dan kesimpulan dapat dipercaya.19 
 Penarikan kesimpulan dan Verifikasi merupakan implementadi prinsip induktif dengan 
mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang 
telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar dari awal, namun kesimpulan final 
tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai  tanpa menyelesaikan analisis seluruh data 
yang ada. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau 
mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan 
final berupa proposisi-proposi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti.20 
 
 
                                               
 19A. Muri Yusuf, Metode Penelitian...,hal. 409. 
 20Pawito, Penelitian Komunikasi ..., hal 106. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh 
1.  Gambaran Umum  
 Penyiaran  sangat penting dikarenakan menggunakan  ranah publik. Oleh sebab itu 
maka penyiaran  harus sepenuhnya digunakan untuk  kepentingan publik. Untuk 
mewujudkannya maka harus ada sebuah lembaga yang mengatur dan memastikan agar 
penyiaran benar-benar berjalan dengan semestinya. Berdasarkan Amanat Undang-Undang No 
32 tahun 2002 maka dibentuklah sebuah lembaga yang mengatur Penyiaran. 
 Lembaga ini dikenal Komisi Penyiaran Indonesia yang terbentuk ditingkat pusat dan 
daerah. Bertujuan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang baik, benar dan 
akurat. Kehadirannya harus bebas dari campur tangan pihak pemerintah dan pemodal. 
Sehingga lembaga tersebut menjadi Independen. 
 Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh terbentuk sejak tahun 2004 melalui surat 
keputusan Gubernur Aceh Nomor:  482/303.2004, pada tanggal 16 Agustus 2004. Komisi 
tersebut hadir sebagai wujud peran serta masyarakat dalam penyiaran dan juga menjalankan 
tugas-tugas pemerintah pada bidang penyelenggaraan penyiaran. Harus memastikan lembaga 
penyiaran berjalan  sesuai dengan norma dan etika yang berlaku  serta juga sesuai dengan 
peraturan dan Undang-undang.1 
 Disamping itu juga harus mampu untuk menjembatani tiga kepentingan, yaitu: 
kepentingan masyarakat, lembaga penyiaran, dan pemerintah. Harus mampu menjaga tatanan 
dan rambu-rambu penyiaran yang sehat, benar serta sesuai dengan undang-undang dan 
pedoman perilaku penyiaran.  Tugas yang diemban Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yaitu 
                                               
 1KPI Aceh, Laporan Tahunan KPIA 2016, Banda Aceh, KPIA, 2016, hal. 1.  
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membuat aturan penyiaran di tingkat daerah. Sehingga dapat menjaga budaya, ada, agama 
serta kearifan lokal di Aceh. 
2.  Struktur Organisasi 
  Dalam membatu kinerja agar lebih mudah dan tearah maka perlu sebuah struktur. 
Struktur tersebut harus membantu untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari lembaga. 
Untuk itu maka dalam menunjang kinerjanya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh mempunyai 
tiga sub bagian dalam strukturnya. Bagian tersebut terdiri dari:  Ketua, Wakil Ketua, 
Koordinator Bidang Perizinan, Pengawasan Isi siaran dan bidang kelembagaan. 
 Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel dibawah ini. Struktur yang dibuat terdiri dari 
struktur Komisi Penyiaran Indonesi Aceh tahun 2013-2016 serta Struktur Komisi Penyiaran 
Indonesia Aceh tahun 2017-2022. Berikut ini Strukur dan Jabatan Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Aceh tahun 2013-2016.2  
 
Tabel. 4.1. Daftar Struktur Komisioner KPI Aceh 2013-2016 
No  Nama  Jabatan  
1. Said Firdaus Ketua 
2. Muhammad Hamzah Wakil ketua 
3. Irsal Ambia, SH.M.Kn Koord Bidang Perizinan 
4. Rahmat Saleh, M.com Koord Bidang  isi siaran 
5. Munandar, S.pd.i, MSW Anggota Bidang Isi Siaran 
6. Drs. H maimun Habsyah Husein, MM Koord Bidang Kelembagaan  
 
                                               
 2 KPI Aceh, Laporan Tahunan..., hal. 3. 
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 Adapun  Strukur dan Jabatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh tahun 2017-
2022 yaitu3 : 
Tabel. 4.2. Daftar Struktur Komisioner KPI Aceh 2017-2022 
No  Nama  Jabatan  
1. Muhammad Hamzah Ketua 
2. Khairul Halim Wakil ketua 
3. Munandar Koord Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran  
4. Abdur Rahman Anggota Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran 
5. Irsal Ambia Koord Bidang Pengawasan Isi Penyiaran 
6. Putri Nofriza Koord Bidang Kelembagaan  
7. Hamdani Anggota Bidang Kelembagaan  
 
3. Visi dan Misi 
 Adapun Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh sebagai tercantum 
pada situs web Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yaitu: 
1. Visi 
  Terwudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk 
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejateraan masyarakat. 
2. Misi  
  Sebagai sebuah lembaga Independen ditingkat daerah KPI Aceh maka lembaga ini 
memiliki misi sebagai berikut : 
1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran. 
2. Melaksanakan Kebijakan Pengawasan dan pengembangan terhadap Strukur sistem 
siaran dan profesionalisme Penyiaran. 
                                               
  3 http://www.kpi.go.id/index.php/id/aceh, diakses 12 juli 2018. 
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3. Membangun kelembagaan KPI dan Partisipasi Masyarakat terhadap penyelenggaran 
penyiaran. 
4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI.4. 
4.    Bidang-Bidang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh 
 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh terdiri tiga bidang. Setiap bidang memiliki 
tugas dan fungsi masing-masing. Pembagian ini untuk memudahkan dalam proses pekerjaan 
dalam pemantauan dam mengawasi lembaga penyiaran. Tiga bidang tersebut yaitu : Bidang 
Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran, Bidang Pengawasan, dan Bidang Kelembagaan.  
a. Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran 
   Dasar Hukum 
  Pelaksanaan pengelola srtuktur sistem penyiaran memiliki dasar hukum dari Undang-
undang nomor 32 Tahun 2005 tentang penyiaran. Diperkuat dengan peraturan Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik, peraturan pemerintah 
republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran swasta, peraturan 
pemerintah republik Indonsia Nomor 52 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran 
Berlangganan. Serta juga peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor: 
01/P/KPI/07/2014 tentang standar operasional prosedur perizinan lembaga penyiaran.5 
  Peran yang diemban olehnya yaitu membantu dalam mengatur penataan  insfrastuktur 
penyiaran di Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum. Serta juga memiliki peran 
penting dalam proses perizinan serta juga membangun komunikasi yang aktif dengan 
penanggung jawab lembaga penyiaran. Tujuannya ialah membangun komunikasi yang aktif 
agar lembaga penyiaran dapat melakukan persaingan yang sehat dan mendorong lembaga 
penyiaran agar  terus bisa melakukan kegiatan penyiaran. 
                                               
  4 http://kpi.acehprov.go.id/index.php/visi-misi/, diakses tgl 31 mei 2018 
  5 Data KPID Aceh  dalam bentuk  Laporan tahunan. 
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  Bukan hanya itu juga mempunyai kewajiban dalam konsultasi dan koordinasi. Baik 
dengan lembaga penyiaran serta  atau Instansi  lain. Dengan begitu maka membantu dalam 
penguatan infrastruktur lembaga penyiaran di Aceh. adanya kegiatan konsultasi dan 
koordinasi akan membantu penguatan dan penataan Infrastruktur lembaga penyiaran. 
Sekaligus sebagai penguatan kemitraan yang sinergis dengan berbagai media. 
  Asas Pelayanan Perizinan  
  Penyiaran harus mencerminkan keadilan, mencerminkan demokrasi dengan 
memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah serta Individu dengan 
menghormati juga hak-hak individu lain. Maka oleh sebab itu tentulah harus memiliki sebuah 
asas sebagai panduan dan juga peta jalan agar dengan semestinya.  
  Asas pelayanan perizinan merupakan pengembangan dari asas lain seperti: Asas Open 
Sky dengan basis ketersediaan Frekuensi. Asas minat, kepentingan dan kenyamanan publik. 
Serta juga Asas kewarganegaan, keberagaman pemilik (diversity of Ownership) dan 
Keberagaman konten siaran (diversity of content). Serta juga asa kepatuhan pedoman perilaku 
penyiaran dan standar program siaran. asas lokalitas dan kesamaan perlakukan. Asas tersebut 
seseai dengan aturan yang berlaku. 
  Proses Perizinan Penyiaran 
  Sebelum melakukan kegiatan penyiaran sebuah lembaga penyiaran terlebih dahulu 
harus memiliki Izin siaran.  ketentuan tersebut sesuai dengan perintah Undang-undang 
Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. dengan ketentuan diatur dalam  pasal 33 ayat 1 
yang menyatakan. 
 “sebelum menyelenggarakan Kegiatannya lembaga Penyiaran wajib memperoleh izin 
penyelenggaraan penyiaran” . 
  Dari aturan tersebut maka tahapan pertama yang harus dilakukan ialah memperoleh Izin 
siaran. Proses pengurusan Izin menurut muhammad hamzah (Ketua KPI Aceh  2017)  
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dimulai dari menerima pengurusan Izin dengan kumpulan berkas perizinan. Kemudian 
melakukan verifikasi administrasi, Pelaksanaan Pra Evaluasi Dengar Pendapat (Pra EDP), 
Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), Rekomendasi Kelayakan (RK)  penyelenggaraan 
penyiaran, pelakasanaan forum rapat bersama (FRB),  dan Pelaksanaan Evaluasi Uji Coba 
Siaran (EUCS)6. 
  Penjaminan Informasi layak dan Benar 
  Perizinan Aspek utama  dalam penyiaran. Setelah  melewati proses perizinan 
selanjutnya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh mempunyai tugas serta kewajiban dalam 
membuat penyiaran mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Tentunya rambu-rambu 
tersebut yaitu sesuai dengan Undang-Undang dan P3SPS. Dengan demikian maka 
masyarakat akan memperoleh informasi yang layak dan benar.  
  Untuk terjamin bahwa informasi Layak dan benar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Aceh melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat sudah dimulai pada pelaksanaan Evaluasi 
Dengar Pendapat dengan menghadirkan masyarakat sekitar lembaga penyiaran tersebut. Oleh 
sebab itu maka masyarakat akan memperoleh informasi mengenai manfaat lembaga 
penyiaran. baik itu secara ekonomi, sosial, politik dan Budaya. 
  Masyarakat tersebut nantinya juga harus berperan aktif mengkritisi lembaga penyiaran 
jika menyajikan suatu informasi yang tidak layak dikonsumsi oleh publik. Selanjutnya di 
daerah perbatasan, untuk menjamin masyarakat memperoleh Informasi yang layak Komisi 
Penyiatan Indonesia Aceh juga melakukan penguatan lembaga penyiaran diwilayah 
perbatasan Aceh Sumut. 
  Adapun juga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh melakukan koordinasi dengan berbagai 
pihak dan berbagai wilayah elemen masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait lain. 
                                               
  6 Wawancara Muhammad Hamzah (ketua KPI Aceh 2017) , pada 1 April 2017.  
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Koordinasi ini diatara lain yaitu : Kota Subussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten 
Aceh Tenggara dan Kapupaten Aceh Tamiang.7 
b.  Bidang Pengawasan Program dan Isi Siaran 
  Dasar Hukum 
  Dalam pengawasan Program dan Isi Siaran yang dilakukan berdasarkan  aturan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. diperkuat oleh peraturan Komisi 
Penyiaran Indonesia nomor 01 tahun 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran, serta 
peraturan komisi penyiaran indonesia nomor 02 tahun 2012 tentang standar program siaran.8 
peraturan inila yang menjadi titik acuan dalam melakukan pengawasan program dan isi 
siaran.  
  Program Kegiatan 
  Ada beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh bidang pengawasan program dan 
isi siaran. Kegiatan tersebut yaitu wajib melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran  
dan Standar Program Siaran, pengawasan isi siaran, pembinaan pada lembaga penyiaran,  
literasi Media dan Koordinasi.  
  Kegiatan pertama, sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran. Program tersebut sangat 
penting untuk dilakukan hal ini agar mendorong lembaga penyiaran memberikan informasi 
yang layak, akurat dan benar kepada masyarakat. Serta memberikan arah bagi lembaga 
penyiaran dalam operasional penyiaran. Lembaga penyiaran sejak awal sudah diharuskan 
untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.  Disamping itu 
sosialisasi dilakukan kepada publik agar dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam 
mengawasi konten siaran. 
  Kegiatan kedua, pengawasan isi siaran. Peran ini sangat penting yang harus dilakukan 
oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Adanya kegiatan tersebut untuk mengawal praktik 
                                               
 7 Data KPID Aceh berupa Laporan Tahunan.   
 8 Data KPID Aceh berupa laporan tahunan.. 
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siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran yang beroperasi di Aceh.  Pengawasan 
tersebut memerlukan alat ataupun perangkat pengawasan dalam mengawasinya.   
  Kegiatan Ketiga, Pembinaan Lembaga Penyiaran. Selain melakukan sosialisasi 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, serta pengawasan. Maka juga 
harus melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran. Pembinaan ini untuk memastikan 
bahwa lembaga penyiaran berjalan sesuai dengan perintah  serta membina agar membantu 
menumbuhkan  kreatifitas lembaga penyiaran dalam membuat konten siaran. 
  Kegiatan Keempat, Literasi Media. Program Ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menyadarkan masyarakat dalam menonton tayangan televisi. Dengan adannya literasi maka 
masyarakat mempunyai modal dan peka terhadap media. sehingga nantinya akan mendorong 
masyarakat cerdas dalam bermedia, serta membentuk suatau tatanan masyarakat pintar dalam 
memilih dan memilah konten media yang disajikan.  
  Kegiatan kelima, koordinasi. Koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan 
pengawasan terutama terkait konten lokal. Poin pembahasan yang dilakukan ada dua. 
Pertama mereka mengajak kita untuk memperbanyak konten lokal dan mengutamakan konten 
lokal.kedua, meminta  masukan-masukan dari kita semua bagaimana kemudian pengawasan 
yang dilakukan oleh KPI itu bisa efektif. 9. 
c.  Bidang Kelembagaan  
  Dasar Hukum  
  Dasar hukum bidang kelembagaan diatur dalam peraturan Komisi Penyiaran Indonesia 
nomor 01/P/KPI07/2014 tentang kelembagaan.10 Bidang tersebut memiliki peran dalam 
penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia, serta 
memiliki peran melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Baik Pemerintah, lembaga 
penyiaran atau pihak lainnya. 
                                               
 9 Hasil wawancara  dengan Dosi  alfian  (Produser Kompas Aceh), pada  1 Agustus 2018.  
 10 Data  KPID Aceh berupa  laporan  tahunan.   
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  Kewenangan 
  Bidang kelembagaan memiliki kewenangan dalam mewujudkan keseimbangan 
kemitraan dengan Stackholder dengan basis saling mengutamakan kepentingan masyarakat. 
Bidang tersebut juga memiliki peran dalam membangun komunikasi dengan pihak internal 
dan eksternal. 
  Salah satu bentuk cara yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia secara eksternal  
yaitu melakukan sillaturrahmi dan Audiensi dengan berbagai pihak dan membangun 
hubungan kerjasama. Kerjasama ini sejalan dengan agenda Komisi Penyiaran Indonesia Aceh 
dalam kontribusi yang dilakukakannya untuk penataan sistem penyiaran lokal untuk menjadi 
lebih baik.  
  Bentuk dari kerjasama yang dilakukan tersebut yaitu : Workshop dan Sosialiasi 
pengawasan pemilu. Acara tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 dengan mengusung tema “ 
Membangun Sinergitas dalam pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 
2017”.11 Melalui kegiatan tersebut maka akan tercipta Informasi yang layak dan netral. 
B.  Strategi Monitoring KPIA  dalam Mengawasi Lembaga Penyiaran 
  Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebagai lembaga independen tentunya memiliki 
tugas, fungsi dan wewenangnya  dalam mengawasi lembaga penyiaran sangat diperlukan. 
Dikarenakan tanpa adanya taktik atau cara yang dilakukan dalam pengawasan dapat membuat 
lembaga penyiaran bisa berbuat sesuka hati. Disamping itu, juga akan membuat suatu sistem 
penyiaran yang sehat dengan informasi yang diberikan lembaga penyiaran sesaui dengan 
keinginan masyarakat.  
  Dengan demikian, Pemantuan harus dilakukan dengan baik dan benar sangat membatu 
dalam terciptanya lembaga penyiaran sesuai dengan Undang-undang dan P3SPS. Pemantaun 
                                               
 11 Data  KPID Aceh  berupa laporan tahunan.  
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juga diharapakan agar lembaga penyiaran melakun siaran dengan  mengangkat kebudayaan  
serta kearifan lokal setempat. 
   Sebelum melakukan pemantaun Komisi penyiaran Indonesia mempunyai strategi 
tersendiri dalam melakukan pemantauan yakni pada saat lembaga penyiaran ingin membuat 
stasiun penyiaran. Disini KPI menyeleksi lembaga penyiaran mana yang diinginkan 
masyarakat dan mana yang tidak diinginkan masyarakat. proses ini berlangsung pada bidang 
perizinan. 
  Bidang perizinan mulai kerja dari menerima proses  pengurusan Izin sampai izin tetap 
diberikan. Tentunya ada beberapa hal yang harus dilengkapi dalam administrasi agar dapat 
diberikan rekom oleh KPI untuk mendirikan stasiun penyiaran.12  salah satunya fakta 
integritas yang harus ditanda tangani oleh Lembaga penyiaran. dalam fakta tersebut lembaga 
penyiaran diwajibkan untuk tunduk kepada komisi penyiaran indonesia Aceh dengan 
menyiarkan Azan lima waktu.13 
  Strategi pemantauan KPI Aceh dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :  proses 
perencanaan strategi pemantaun dan  pengawasan isi siaran 
a.   Proses perencanaan  strategi  monitoring 
  Strategi sangat penting dalam segala hal, tanpa adanya strategi akan sangat sulit untuk 
mewujudkan sebuah visi dan misi yang menjadi sebuah tujuan dari suatu lembaga. Sejak 
awal pendirian perencanaan  strategi harus direncanakan secara matang. Sehingga akan 
membantu lembaga tersebut dalam operasional  kedepannya. 
  Terkait strategi Onong Uchana Effendi menyatakan  bahwa strategi pada hakikatnya 
ialah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan 
strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan saja, tetapi harus mampu menunjukkan 
                                               
 12Hasil wawancara dengan Muhammad Hamzah (Ketua KPIA), pada 1 April 2017. 
 13Hasil wawancara dengan Irsal Ambia (Komisioner Bidang Kelembagaan KPIA), pada 1 Agustus 
2018. 
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bagaimana taktik operasionalnya.14sehingga strategi mempunyai peran penting untuk 
merealisasikan semua program yang sudah menjadi tujuannya. 
  Untuk terealisasikan kegiatan pemantauan maka KPI A harus memiliki perencanaan 
strategi yang matang. Sehingga nantinya akan membantu dalam mewujudkan lembaga 
penyiaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran, serta P3SPS. Dengan demikian 
maka masyarakat akan memperoleh konten yang berkualitas.  
  Terkait strategi monitoring dalam mengawasi lembaga penyiaran KPIA melakukannya 
sesuai dengan undang-undang penyiaran dan P3SPS yang merupakan jabaran dari undang-
udang tersebut. Ini sesuai dengan wawancara bapak Irsal Ambiya mengatakan bahwa 
panduan memonitoring dilakukan dengan bermacam-macam, itu semua tergantung dari KPI 
sendiri dengan patokan salah dan benar sesuai dengan P3SPS. Kemudian dia menambahkan 
bahwa berkaitan dengan tata cara monitoring, baik itu radio maupun televisi mereka 
melakukan kerjasama dengan beberapa relawan seperi kampus dan hal lainnya.15 
  Hal ini benar dilakukan oleh KPIA, namun ketika peneliti melakukan observasi peneliti 
tidak menemukan bagaimana taktik secara tertulis yang dilakukan olehnya. Seharusnya untuk 
sebuah perencanaan strategi yang efektif harus bersifat tertulis. sehingga teknis-teknisnya 
akan lebih mudah untuk dilakukan dalam hal membantu merealisasikan tujuannya.  
  Menurut Muhammad Fathi strategi  efektif apabila bersifat tertulis, membantu 
merealisasikan tujuan, mengandung flesibelitas  yang tinggi, mencerminkan 
komprehensifitas, kesempurnaan dan kejelasan, menyesuaikan dengan perubahan dan strategi 
diantara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain harus saling memperkuat.16 
.  Jika kita lihat P3SPS yang menjadi landasan monitoring tidak dijabarkan bagaimana 
taktik yang jelas tentang proses monitoring yang harus dilakukan oleh KPI itu sendiri. Namun 
                                               
 14 Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi...,hal. 32.  
 15 Wawancara dengan Irsal  Ambiya, (koordinator  Pengawasan Isi Siaran) , pada 1 Agustus 2018. 
 16 Muhammad Fathi, 6 Kiat Menjadi..., hal. 35-36. 
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berkaitan dengan aturan memang jelas sudah diatur bahwa KPI memiliki tugas dalam  
melakukan perizinan, pengawasan dan Pembinaan.  
  Sesuai aturan yang menjadi titik acuan yang menjadi rambu-rambu kegiatan pertama 
yang harus dilakukan oleh KPI adalah melakukan penyeleksian terhadap lembaga penyiaran 
yang hendak melakukan siaran. pemberian izin ini sudah diatur oleh undang-undang. 
Kegiatan penyeleksian menurut Muhammad Hamzah  dimulai dari dia menerima berkas 
pengurusan izin, verifikasi dan sebagainya. Serta juga melakukan evaluasi dengar pendapat 
untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh masyarakat. informasi ini diakomodir 
apakah kemudian layak atau tidak izin penyelengaraan penyiaran.17 
  Kemudian setelah dinyatakan layak dengan berbagai mekanisme yang dilakukan maka 
Izin Penyelenggaran Penyiaran diberikan. Menandakan bahwa lembaga penyiaran sudah sah 
dalam melakukan kegiatan penyiaran. serta sudah sesuai dengan mekanismenya. Dalam hal 
ini tentunya juga lembaga penyiaran harus taat aturan penyiaran. 
  Menurut Irsal Abiya sebelum mengeluarkan izin lembaga penyiaran juga harus 
melakukan penanda tanganan fakta integritas. Dalam  fakta Integritas memuat perjanjian 
yang harus dipatuhi oleh Lembaga penyiaran yang hendak bersiaran dia aceh. fakta ingritas 
ini berisi Azan lima waktu.18 Pada proses memberikan Izin siaran juga dilakukan sosialisasi 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dengan melibatkan juga unsur 
masyarakat. 
b.   Proses Monitoring  Isi siaran  
  Setelah melakukan perencaan yang matang. Maka selanjutnya melakukan monitoring. 
Kegiatan tersebut untuk melihat apakah lembaga penyiaran sudah beropresi sesuai dengan 
P3SPS sebagai rambu-rambu dalam kegiatan penyiaran. kegiatan ini sangat penting karena 
                                               
 17 Hasil wawancara dengan Muhammad Hamzah  (ketua  KPIA), pada   1 April 2018. 
 18 Hasil wawancara dengan Irsal  Ambiya, (koordinator  Pengawasan Isi Siaran) , pada 1 Agustus 2018. 
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ketika lembaga penyiaran diawasi maka akan membuat lembaga penyiaran dalam kegiatan 
penyiarannnya akan sesuai rambu-rambunya. 
  Komisi Penyiaran Indonesia Aceh mengikuti rambu-rambu dalam melakukan 
pemantaun isi siaran berpatokan kepada P3SPS.19  Pemantauan ini berkaitan dengan Standar 
Operasional Penyiaran yang digantungkan oleh KPI sendiri. Namun untuk menyatakan salah 
atau tidaknya berpedoman pada P3SPS. 
  Monitoring isi siaran dapat dibagi lagi menjadi dua cara, yaitu melakukan pemantauan 
langsung melalui layar monitoring  dan kedua melalui pengaduan masyarakat20. ini 
merupakan dua cara yang dilakukan oleh KPI Aceh dalam memonitor  isi siaran.  
  Pertama, melakukan pemantauan langsung. Pemantauan langsung dilakukan oleh 
komisi penyiaran indonesia aceh dengan memonitoring layar monitor yang berada dikantor 
KPI Aceh. pemantauan ini secara khusus dilakukan pada saat jam siaran konten lokal. Karena 
sesuai dengan tugas dan perannya yaitu melakukan pemantauan pada bagian 10%. Sedangkan 
yang 90% lagi merupakan wewenang dari KPI Pusat. Namun juga KPI Daerah dapat 
melakukan pemantaun wilayah 90% tersebut. Namun apabila ditemukan pelanggaran maka 
KPI Aceh dapat menyurati KPI Pusat. 
  Kedua, melibatkan masyarakat. sebagai pemilik frekuesi penyiaran rakyat mempunyai 
peran untuk memantau isi siaran apabila ditemukan pelanggaran yang  terjadi pada lembaga 
penyiaran maka masyarakat mempunyai kewajiban dalam melaporkan pelanggaran tersebut 
kepada KPI.  
  Disamping itu, untuk melibatkan partisipasi masyarakat KPIA melakukan berbagai 
upaya agar publik dapat ikut serta dalam hal mengawasi penyiaran. bentuk dari melibatkan 
partisipasi masyarakat ialah dengan melakukan sosialisasi P3SPS guna agar mendorong 
publik untuk ikut berpartisipasi mengawasi konton siaran baik pada lembaga penyiaran lokal, 
                                               
 19 Hasil wawancara dengan Muhammad Hamzah  (ketua KPIA) , pada   1 April 2018.  
 20 Hasil wawancara  dengan Hamdani (Anggota Bidang Kelembagaan),  pada  16 Juli 2018.  
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lembaga penyiaran berjaringan, lembaga penyiaran publik dan termasuk lembaga penyiaran 
berbayar.  
  Hal serupa juga diungkapkan oleh Safir bahwa pemantaun pertama dilakukan secara 
langsung melalui monitor, kedua ada keluhan dari masyarakat. keluhan tersebut diferifikasi 
oleh komisi penyiaran Indonesia Aceh jika ditemukan ada pelanggaran maka diberikan 
teguran.21 
  Menurut Irsal Ambiya monitoring itu ada dua macam, yaitu monitoring Televisi dan 
Radio. Pemantaun radio kita lakukan dengan melibatkan relawan-relawan di daerah.22 
Kemudian menurut Dosi Elfian pengawasan dengan televisi yang ada dikantor mereka 
dengan menggunakan Televisi. Sembari menunggu laporan oleh masyarakat.23Bukan hanya 
itu saja dalam melakukan pemantaun Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh juga 
melakukan pembagian tugas dalam pemantaun yang dilakukan hal ini seperti kata 
Muhammad Hamzah 
        “ Jika ada 15 radio Banda Aceh, Maka Kita Bagi Si A pantau apa, Si B pantau apa”.  
  Dari uraian jawaban narasumber diatas maka disimpulkan bahwa dalam melakukan 
pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai beberapa strategi pemantaun yang 
dilakukan. Diantarannya memantau langsung melalui layar monitor, Melalui laporan 
masyarakat, Melibatkan Relawan, dan pembagian tugas. Namun pemantauan yang dilakukan 
masih belum maksimal. Monitoring dikatakan maksimal apabila kegiatan tersebut sesuai 
dengan tujuan.   
  Adapun tujuan dari monitoring ialah untuk mengamati atau mengetahui perkembangan 
dan kemajuan, indentifikasi permasalahan serta antisipasi atau upaya untuk memecahkannya. 
KPIA dalam melakukan monitoring masih belum bisa memecahkan hambatan dan tantangan 
                                               
 21Hasil wawancara dengan Safir SH ( Demisoner  KPI Aceh,  Pengamat Media dan  Tokoh  
Masyrakat),  Pada  8 Agustus 2018.  
  22Hasil wawancara dengan Irsal  Ambiya (Koordinator pengawasan Isi  Siaran),  pada  31 Juli 2018.  
  23Hasil wawancara dengan Dosi Elfian (Produser Kompas TV Aceh), pada  1 Agustus 2018.  
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dalam memonitoring lembaga penyiaran. kegiatan yang sudah dilakukan oleh lembga 
penyiara hanya azan lima waktu. Sementara sampai saat ini masih banyak lembaga penyiaran 
di Aceh berjalan jauh dari harapannya yang sudah ditulis dalam visi dan misi.  
 Seharusnya KPIA harus lebih tegas kepada lembaga penyiaran yang belum melakukan 
kewajiban sepenuhnya.  Apalagi sekarang lebih kurang 14 tahun berdiri. Jika kita melihat 
bahwa seperti peneliti tulis diatas hanya azan lima waktu, serta penutup dan pembuka 
lembaga penyiaran di Aceh harus memulai dengan membaca Alqu-an dan lagu Indonesia 
raya. Jika  kita bandingkan dengar umur KPIA maka sedikit sekali hasil yang didapatkan. 
Terkait dengan 10% program lokal. Sejauh amatan peneliti belum semua televisi 
menjalankannya. Ini mededikasikan bahwa kegiatan monitoring belum memberikan masukan 
pada kegiatan dan juga perbaikan kedepannya.  
  Kedepannya, KPIA harus lebih serius dalam memonitoring atau mengawasi lembaga 
penyiaran, serta sanksi yang diberikan harus lebih keras lagi agar lembaga penyiaran lebih 
berhati-hati dalam melakukan program siaran. Dengan begitu akan menimbulkan efek jera 
apalagi jika setiap teguran yang diberikan KPIA harus mewajibkan lembaga penyiaran 
membayarnya, baik bayaran secara langsung ataupun menfasilitasi programnya. 
C.  Hambatan dan Kendala KPIA dalam memonitoring lembaga penyiaran 
  Dalam pelaksanaan pemantaun yang dilakukan oleh komisi penyiaran Indonesia daerah 
Aceh maka peneliti menemukan berbagai permasalahan dan kendala yang sedang dihadapi 
olehnya. Sehingga menyebabkan strategi pemantauan yang dilakukan tidak berjalan sesuai 
dengan semestinya. hambatan dan kendala ini memungkinkan tidak tersetuhnya berbagai 
permasalahan yang seharusnya dilakukan namun tidak dapat dilakukan. 
  Berkaitan dengan kendala dan hambatan  muhammad Hamzah mengatakan bahwa 
kurangnya dana operasional, kantor masih belum kondusif dengan masih bocor dan rehap 
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belum selesai. 24 kemudian dia menambahkan alat pemantau yang tidak respresentatif karena 
sudah jebol. Sehingga pemantauan harus dilakukan secara manual, ketebatasan Anggaran, 
masyarakat yang  apatis.25 
  Hal serupa juga diungkapkan oleh Irsal Ambiya, yaitu kurangnya Infrastruktur 
pemantauan, alat belum memadai, anggaran masih mini sehingga pemantaun radio masih 
kurang, Sumber Daya Manusia. Karena tidak ada dana untuk membayarnya.26  Demikian 
juga Dosi Elfian mengatakan dari penilaiannya kurang sisi pendanaan, belum kuat regulasi, 
qanun tidak ada, dukungan pemerintah kurang.27 
  Berdasarkan observasi  yang dilakukan maka peneliti mangamati dan melihat bahwa 
Televisi yang digunakan dalam pemantau banyak yang rusak dan siaran yang ditampilkan 
tidak terlalu jelas. Bukan hanya itu peneliti juga melihat bahwa ada televis yang copot dan 
diletakkan dibawah. Dalam meminitoring lembaga penyiaran hanya ada satu orang staf yang 
melakukan monitor.  
  Dari infrastruktur memang kurang memadai hal ini dari peneliti amati bahwa ada wall 
paper yang sudah tergelupas, gagang pintu yang rusak dan juga peneliti juga melihat bahwa 
tidak adanya alat monitoring yang digunakan untuk memonitor radio. sejauh amatan peneliti 
bahwa kegiatan monitoring, literasi media, sosialisasi masih kurang.  
  Sebenarnya Komisi penyiaran Indonesia mempunyai banyak program namun kerena 
kurang sokongan dana membuat banyak kegiatan tidak berjalan secara efektif. Bukan hanya 
itu saja kepedulian masyarakat dan pemerintah kurang. Apabila masyarakat melihat 
pelanggaran tidak melakukan pengaduan kepada Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh. 
Dari pemerintah begitu kurang apresiasi yang diberikan dan sampai sekarang qanun 
penyiaran belum dibahas dan disahkan.  
                                               
 24Hasil  wawancara dengan Muhammad Hamzah (Ketua KPID Aceh),  pada 1 Agustus 2018. 
 25 Hasil wawancara dengan Muhammad Hamzah (Ketua KPID Aceh), Pada 6  Juni 2018.  
 26 Hasil Wawancara  dengan Irsal Ambiya  (Koordinantor Bidang Pengawasan  Isi Siaran), pada 31 Juli 
2018. 
 27Hasil  wawancara dengan  Dosi Elfian (Produser Kompas TV Aceh),  pada 1 Agustus  2018. 
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  Dengan adanya qanun tersebut maka juga akan membatu menyaring konten yang lebih 
cocok sesai dengan kearifan lokal Aceh. Bukan hanya itu saja juga akan membuat lembaga 
penyiaran lebih merasa mempunyai kewajiban dalam memproduksi siaran lokal, mendirikan 
stasiun jaringan lokal dan melibatkan sumber daya lokal. 
D.  Upaya KPIA meminimalisir pelanggaran pada lembaga penyiaran 
  Dengan adanya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh tentunya membawa harapan agar 
tercipta lembaga penyiaran sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah diamanahkan oleh 
Undang-undang penyiaran. Dengan dibentuk komisi ini sudah pasti dapat meminimalisir 
pelanggaran.  
  Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dosi Elfian, menurutnya pemantaun yang 
dilakukan dapat meminimalisir pelannggaran, mustahil kalau dibilang tidak. Namun dia 
menambahkan bahwa strategi pemantaun yang dilakukan oleh komisi penyiaran Indonesia 
belum maksimal dan tidak efektif.28 
  Kemudian menurut safir  bahwa strategi monitoring yang dilakukan oleh Komisi 
Penyiaran Indonesia sudah dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran dibandingkan dengan 
dulu sebelum tahun 2014 kebelakang.29 Kemudian menurut muhammad hamzah dari 
pemantauan yang dilakukan lembaga penyiaran ada yang melanggar ada yang sudah sesuai 
dengan undang-undang. Serta ia menambahkan bahwa dalam perspektif Aceh pada umunya 
radio dan telefisi sudah bagus dengan Indikator sudah menyiarkan azan lima waktu dan 
siaran lokal yang dilakukan. dapat juga dilihat pada saat dimulai program dan menutup 
program siaran melakukan pengajian dan lagu Indoenesia raya. 30 
  Dari amatan peneliti strategi monitoring Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sudah 
membuahkan hasil. Namun belum maksimal hal ini dapat kita lahat bahwa amanat undang- 
                                               
 28 Hasil wawancara dengan Dosi Elfian  (Produser Kompas  TV  Aceh),   pada 1 Agustus 2018. 
 29 Hasil Wawancara dengan  Safir  (Demisioner  KPI Aceh , Pengamat Media Dan Tokoh Masyarakat), 
pada 1 Agusutus 2018. 
 30Hasil wawancara dengan Muhammad Hamzah ( Ketua KPIA), Pada 16 juli 2018. 
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Undang Penyiaran yang menyatakan bahwa Lembaga penyiaran wajib menayangkan 10% 
konten lokal, mendirikan stasiun jaringan dengan melibatkan sumbar daya lokal. Jika 
lembaga penyiaran belum melakukan perintah tersebut sesuai undang-undang dengan alasan 
belum memiliki biaya operasional. Disini KPIA harus memastikan  kapan lembaga penyiaran 
melakukannya. Karena sampai saat ini pada umur KPIA 14 tahun masih saja lembaga 
penyiaran beralasan tidak memiliki biaya.  Ini akan menjadi alasan lembaga penyiaran untuk 
tidak melakukan kewajibannya. Pertanyaannya sampai kapan mereka tidak punya biaya 
untuk melakukannya. Celah-celah seperti inilah yang harus dilihat oleh KPIA. 
  Melalui kewenanganya komisi tersebut harus lebih keras memperjuangkan  hak-hak 
masyarakat lokal, serta mendesak DPRD Aceh untuk segera mensahkan qanun penyiaran.  
Dengan begitu maka tidak ada celah bagi lembaga penyiaran untuk mengelak dari 
kewajibannya.  Sehingga nantinya,  monitoring yang dilakukannya akan membuahkan hasil 
lebih besar dan membuat pelanggaran semakin berkurang. 
E.  Analisis Penelitian  
  Dari pembahasan yang dilakukan maka dapat diuraikan bahwa lembaga penyiaran 
benar-benar harus diseleksi karena menggunakan gelombang elektromagnetik bersifat 
terbatas. Oleh sebab itu maka  harus ada sebuah lembaga yang mengatur dan menjaga 
frekuensi terbatas ini. Sehingga tidak semua lembaga penyiaran mendapatkan izin. Izin 
tersebut diberikan harus berdasarkan pertimbangan profesionalitas dan memiliki potensial  
dalam mengelolanya. 31 
  Sejauh amatan peneliti KPIA sudah melakukan kegiatan penyeleksian tersebut kepada 
lembaga penyiaran saat pemberian izin siaran.  Hal ini sudah menjadi kewajibannya karena 
sudah diamahkan dalam undang-undang penyiaran. kegitan tersebut dilakukan melalui 
beberapa tahap seperti yang sudah dijelaskan diatas. Namun yang masih menjadi koreksi 
                                               
 31 Masduk’i, Regulasi Penyiaran ..., hal. 4-5. 
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yang dilakukan oleh komisi tersebut terkait  monitoring yang dilakukan olehnya yang masih 
belum maksimal karena berbagai kendala dan hambatan yang dihadapinya. 
  Ini juga harus menjadi suatu perhatian yang serius, dikarenakan lembaga penyiaran 
memiliki pengaruh yang dominan kepada masyarakat dan masuk pada wilayah pribadi 
sehingga ini perlu diatur agar semua kepentingan masyarakat dapat terwadahi dan 
terlindungi. Sehingga mengharuskan negara melalui proses yang demokratis dalam membuat 
regulasi yang mengatur isi media penyiaran. 32 
  Sudah menjadi kewajiban negara untuk meregulasikan penyiaran sudah dilakukan 
negara dan tugas tersebut dibebankan kepada  KPIA. Namun belum berjalan dengan 
maksimal dikarenakan tugas yang berikan begitu berat dengan anggaran dan alat monitoring 
yang  tersedia kurang memadai. Dalam hal ini yang menyebabkan pengaturan isi siaran 
belum maksimal disebabkan kurangnya Dana, Fasilitas, Alat Monitoring belum mendukung, 
belum disahkannya Qanun. Sehingga menyebabkan lembaga penyiaran masih belum 
melakukan sepenuhnya perintah Undang-undang berkaitan dengan 10% siaran lokal. 
   Kurangnya kegiatan sosialisasi, literasi media, dan pembinaan lembaga penyiaran juga 
menyebabkan  masih terdapat celah untuk lembaga penyiaran melakukan pelanggaran. 
Seharusnya pelanggara tersebut mungkin tidak akan terjadi jika kegiatan tersebut 
dilakukakan. Pada hal ini jika kita lihat dari teori tanggung jawab sosial  yang mengatakan 
bahwa setiap orang yang memiliki sesuatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan 
hak dalam forum, dan jika media tidak memenuhi kewajibannya maka ada pihak yang 
memaksakannya. Dibawah teori ini media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan 
konsumen, kode etik profesional. Dalam hal ini penyiaran dikontrol oleh badan pengatur 
yang tersedia.33 
                                               
 32 Masduki, Regulasi Penyiaran ...,hal. 5. 
 33 Werner J. Severin dan James W. Tankard., Teori Komunikasi ....,hal. 378-379. 
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  Namun sebagaimana amatan yang dilakukan peneliti bahwa KPIA masih  belum bisa 
mengontrol dengan baik, disebabkan oleh kurangnya pendapat masyarakat, tindakan 
konsumen serta kode etik profesional. Maka sangat perlu dan sudah menjadi kewajiban bagi 
setiap anggota untuk lebih memperhatikan teori tersebut. 
  Harus melibatkan pihak lain dalam melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan 
begitu lembaga penyiaran akan bertindak dengan secara profesional. Bahkan KPIA harus 
membentuk komisi tersebut agar memastikan kerja yang dilakukannya sesuai dengan 
tupoksinya. Sehingga nantinya akan membuat lembaga penyiaran taat hukum. Ketika  
kerjanya sudah sesaui dengan UU Penyiran dan P3SPS maka akan membentuk suatu program 
yang baik.  
   Maka juga bukan hanya memberikan sanksi, serta itu KPIA juga harus memberikan 
penghargaan kepada lembaga penyiaran yang telah patuh terhadap Undang-Undang dan 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dengan adanya penghargaan maka 
akan memotivasi lembaga terkait untuk lebih meningkatkan konten lokal. Serta juga dapat 
dijadikan contoh untuk lembaga penyiaran lain.  
  Adapun dengan hal tersebut maka komisi ini memiliki upaya yang dilakukannya dalam 
membetuk programnya yiatu  dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Hal 
tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung diseminasi informasi diseluruh wilayah 
layanan siaran Aceh, Berkoordinasi dengan Balai Monitoring  (Balmon) Frekuensi kelas II 
Aceh, penanggung  Jawab Lembaga Penyiaran, Pemerintah daerah, serta Stackholder dan 
Instasi lainnya. 
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan   
 Setelah melakukan analisis data dari penelitian ini, dapat  disimpulkan yaitu sebagai 
berikut : 
1. Strategi monitoring komisi penyiaran Indonesia Aceh belum maksimal dilakukan, 
dikarenakan kurang mendukungnya alat monitoring, sumber daya manusia karena 
keterbatasan anggaran dalam memberikan gaji karyawan dan masih belum berhasil 
membuat masyarakat ikut serta  berpartisipasi aktif memantau dan melaporkan media 
penyiaran apabila melakukan pelanggaran.  
2. Monitoring yang dilakukan sejauh ini dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi, 
sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang dapat terjadi dalam dunia penyiaran. 
seperti kewajiban melakukan azan lima waktu setiap stasiun televisi yang melakukan 
siaran di Aceh, melakukan pengajian dan lagu Indonesia raya saat menutup dan 
memulai program.  
3. Terdapat banyak hambatan dan kendala dalam monitoring lembaga penyiaran, 
diantaranya kurangnya anggaran,  masyarakat apatis atau kurang kesadaran dalam 
menonton, luas wilayah, fasilitas tidak mendukung, kurang kepedulian pemerintah, 
luasnya wilayah, dan belum disahkannya Qanun penyiaran.  
 
B. Saran 
1. Strategi Monitoring dalam pengawasan lembaga yang dilakukan oleh Komisi 
Penyiaran Indonesia Aceh harus ditingkatkan sehingga akan membuat penyiaran 
Indonesia berjalan sesuai dengan harapan Undang-undang penyiaran dan P3SPS. 
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2. Harus lebih banyak melakukan kegiatan literasi media, Sosialisasi Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran, serta juga harus lebih aktif dalam membina 
lembaga penyiaran untuk lebih kreatif dalam membuat konten siaran. 
3. Harus mampu meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan bahayanya efek 
yang ditimbulkan  lembaga penyiaran,  pentingnya memberikan fasilitas dan 
memberikan Anggaran yang memadai untuk kegiatan operasionalnya. Serta juga harus 
mampu meyakinkan sangat penting qanun penyiaran disahkan untuk menjaga 
penyiaran di Aceh agar tidak merusak tatanan sosial .  
4. Membuat regulasi dengan sanksi yang lebih tegas sehingga tidak terkesan dapat 
dipermainkan oleh lembaga penyiaran. setiap lembaga penyiaran yang sudah ditegur 
dua kali oleh Komisi Penyiaran Indonesia harus membayar surat denda atau 
memfasilitasi  kegiatan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh secara 
umum dan Indonesia secara khusus.  
5. Memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang sudah melakukan kegiatan 
penyiaran sesuai dengan Undang-undang Penyiaran, P3SPS dan Qanun jika sudah ada. 
serta juga membuat berbagai perlombaan tentang penyiaran baik itu lomba menulis, 
lomba membuat video pendek dan lain sebagainya. Sehingga dapat membuat 
masyarakat berperan aktif dalam memantau penyiaran.  
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1. Peneliti  Bagaimana sistem kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh ? 
Informan  Kalo sistem kerja KPI Itu sama dengan sistem kerja kantor lain pada 
umumnya. Kita ada strukturnya. Ada ketua, wakil Ketua, Ada bidang-
bidang. Bidang perizinan biar mudah dapat diingat, bidang pengawasan 
isi siaran dan bidang kelembagaan.  
2.  Peneliti  Bagaimana Mekanisme Kerja ? 
 Informan  Mekanisme kerja sesuai dengan topuksi. Misalnya kalo bidang  
perizinan dia kerjanya itu mulai dari dia menerima proses dari 
pengurusan izin, kemudian dalam proses pengurusan izin itu ada 
kumpulan berkas, verifikasi, dan lain sebagainya. Lengkap atau tidak 
administrasinya,  ketika sudah lengkap itu ada proses selanjutnya. Kalau 
perizinan kita kirem ke Jakarta, dari Jakarta diverifikasi lagi, kemudian  
kita buat pra EDP, kalau pra EDP Itu lebih melihat bagaimana 
kelengkapan-kelengkapan. Misalnya kalo radio Itu badan hukumnya 
PT, kemudian ada Programnya, ada modalnya, ada kelengkapan surat 
Izin, ada HU dan Lain-lain, sampai ke NPWP,  Setelah proses itu selesai 
kemudian maju ke proses selanjutnya Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). 
artinya kita menyerap informasi  dari masyarakat . Dari serapan-serapan 
informasi itu kita akomodir. Apakah informasi yang disampaikan oleh 
masyarakat itu sesuai aturan atau tidak. kalau misalnya masyarakat 
berharap Radio ini dibutuhkan, kalo dibutuhkan ya baru dibuat, kalau 
tidak dibutuhkan berarti kita rekom, dibuat atau tidak. kemudian kalau 
dibuat diajukan kepada kementrian di pusat  Jakarta. ada rapat nanti 
Forum Rapat Bersama (FRB). Dalam rapat tersebut nanti ada KPI Pusat, 
KPI Aceh, ada kementrian KOMINFO, ada STPPI ada dari Balmon, 
nah disitulah kita putuskan nanti boleh atau tidakanya kita keluarkan 
izin. Syarat utama mengurus itu harus rekom melalui KPI Daerah 
3. Peneliti  Proses pengurusan Izin berapa Lama ? 
 Informan  Kalau proses itu dulu sampai 3 tahun. Namun Sekarang ini setelah saya 
di KPI. Kita nego kepusat, kita sepakat bersama secara nasional 
sekarang prosesnya 3 bulan. Tapi ada tahap-tahap yang harus dilalui, 
setelah itu baru ada namanya izin prinsip. izin prinsip itu adalah izin 
untuk persiapan radio 6 bulan, kalau TV 1 tahun. Nah setelah izin 
prinsip itu diberikan nanti baru kita lihat, namanya EUCS “Evaluasi Uji 
Coba Siaran” nah setelah itu baru nanti kita sepakat untuk kita 
keluarkan izin tetap. Radio 5 Tahun, TV 10 Tahun.  itu bidang 
perizinan.  
4. Peneliti  Bagaimana mekanisme pengawasan isi siaran ? 
 Informan Pengawasan isi siaran itu patokannya P3SPS, ada rambu-rambu dari itu.  
5.  Peneliti  Bagaimana mekanisme dengan bidang kelembagaan ? 
 Informan  Bidang kelembagaan itu bagimana membangun kerjasama. Misalnya 
KPI Berkejasama dengan Polisi, Kodam Iskandar Muda, dengan 
kejaksaan, dengan DPR, dengan Kampus. 
6.  Peneliti Kalau misal ada televisi yang melanggar. Bagaimana peran KPI ? 
 Informan  Ya kalau ada pelanggaran. Pelanggaran seperti apa kita lihat. Misalnya 
pelanggarannya ada Televisi yang melakukan adu domba. Kemudian 
kita tegur sekali. Karena tegur itu ada proses. Ada dasar dari aduan 
masyarakat ada temuan dari KPI. Bisa lisan, bisa tertulis. Kalau 
kemudian tidak diindahkan kita kirem surat lagi. Kita tegur sekali lagi 
tidak diindahkan kita minta siaran itu tidak disiarkan lagi. Atau 
dikurangi jam siaran. kalau melakukan lagi artinya kita tutup. 
7. Peneliti Lembaga penyiaran semakin banyak. Ada kendala KPI dalam 
mengawasi konten dari banyaknya Televisi ?  
 Informan Ya kendalnya pasti ada. Kendala yang paling utamu, pertama itu 
kekurangan berbagai fasilitas sarana dan prasarana untuk Aceh. kalau 
dinasional ada alat perekam dan lain semua. Kita sudah jebol. Nah 
kendala itu kita tidak bisa rekam. Kita harus lihat manual itu 
kendalanya. Kedala pertama sarana dan prasaran atau fasilitas. Kendala 
yang kedua masyarakat kita sangat apatis. Artinya masyarakat kita itu 
tidak terlalu peduli kalau ada pelangaran “wah” hanya sebatas itu tidak 
melakukan pengaduan. Ketiga luas wilayah. Ada 23 kabupaten kota.  
8.  Peneliti  Berapa jumlah staf KPI ? 
 Informan  Kalo bicara yang aktif itu komisioner dengan staf itu lebih kurang itu 
ada 14.  
9. Peneliti  Bagaimana strategi pemantaun KPI Aceh ? 
 Informan Pantau itu kan kita punya strategi,  misalnya nanti saya di Banda Aceh 
Ada 15 radio. Si A pantau apa, Si B pantau apa. Apabila ada pelangaran 
saya punya cara tangkap. Cara tangkap itukan tidak bisa kita publikasi. 
Ada cara lain, misalnya kemarin itu di Gayo Lues ada radio yang tidak 
punya izin radio pemerintah kita minta dihentikan tidak mau dihentikan, 
kita ingatkan tidak mau diingatkan. Kita kirem polisi, sehingga kepala 
ditangkap, radionya dibawa ke Polda. Ada juga kemarin itu dimerdu 
kita tangkap juga.  
10. Peneliti  Kita ada KPI Pusat dan KPI Daerah. Bagaimana wewenangnya KPI 
Daerah serta ruang lingkupnya ? 
 Informan  Ya KPI  Pusat itu  kerjanya secara Nasional. Nah kita sebagai KPI 
daerah itu ada otonomi,  kita garis koordinasi tidak ada garis Intruksi. 
Itu undang-undang lama. Undang-undang baru nanti baru Vertikal. Jadi 
pusat itu tidak bisa memaksa kita. Tapi ada peran masing-masing. 
Misalnya TV nasional itu tanggung jawab pusat, siaran lokal itu KPI 
Daerah. Misalnya RCTI melakukan pelanggaran siaran relay di Aceh. 
KPI Aceh membuat surat ke KPI Pusat yang berisi pelanggaran mana 
dilanggar kasih sanksi mereka wajib proses. Kemudian misalnya di 
Aceh, Aceh itu mewajibkan semua televisi itu melakukan azan 5 waktu. 
Kemudian televisi keberatan lapor ke pusat. Kami di Jakarta Sekali, 
masak di Aceh lima Kali. Pusat tidak bisa mengatakan itu tidak boleh 
karena itu wewenang KPI Daerah.  
11. Peneliti  Kalo misal ada pelanggaran televisi nasional di Aceh. apakah tidak lama 
proses pengiriman surat pelanggaran tersebut ? 
 Informan  Kalo sekarang itu mana lama. Kalo  kasusnya fatal misalnya ada 
persoalan kedua kandidat itu sama-sama menang. Itu bisa kita telepon 
ke Jakarta. Nanti baru suranya kita kirem. Tergantung tingkat atau 
dampaknya.  
12.  Peneliti  Bagaimana peran dari KPI Aceh mengawasi lembaga penyiaran agar 
konten lokal di kuatkan ?  
 Informan  Nah, mungkin dulu kita tidak punya Televisi lokal. Sekarang, Metro 
udah lokal, Inews sudah  lokal, Kompas sudah lokal, ini kita upayakan 
semua jadi lokal. Jadi kita secara undang-undang itu 10 % dari total 
siaran itu misalnya dari Metro TV sehari 18 jam dikasih Aceh 2 Jam. 
Dan itu sudah kita lakukan dan ini kan masih tahap ajakan.  
13.  Penelitian  Setiap lembaga penyiaran yang menyiarkan di daerah harus membuat 
kontel lokal 10 %. Jam berapa konten lokal itu di siarakan, jam 
primetime atau jam lainnya ? 
 Informan  Jam itu jam ditonton orang. jadi jam ditonton orang itu dari jam 5 subuh 
sampai ke jam 10 malam misalnya. Tapi ya sejauh ini kompas TV siang, 
Inews Siang. Jadi selama ini ada udah ikut mereka. Masih ada misalnya 
SCTV jam  3 pagi. Karena memang dalam undang-Undang tidak di 
sebut jamnya tapi wajib.  
14.  Peneliti  Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam mengawasi lembaga 
Penyiaran oleh KPI Aceh. Apa  ada kendala /?  
 Informan  Kalau sumber daya di KPI itu, saya pikir sejauh ini tidak ada problem. 
Mungkin kalau ada orang saya suruh awasi disini dua hari sudah bisa 
tetapi kan tidak mungkin kita tempatkan orang tanpa dibayar. Kantor 
masih bocor, rehap ini masih belum selesai.  
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1 Peneliti Bagaimana strategi monitoring dilakukan KPI Aceh dalam mengawasi 
Lembaga Penyiaran  
 Informan/ 
Hamdani 
Sebenarnya ada dua cara kita pertama kita monitoring langsung pada 
lembaga penyiaran kedua, berdasarkan laporan masyarakat. Jadi tahun 
2018 ini kita baru melakukan sebuah teguran pada CNN pada kasus 
sikap yang tidak sesui dengan budaya kita. CNN melakukan wawancara 
dengan bupati Aceh Besar. Barang kali masyarakat kita belum banyak 
membaca tentang regulasi kita, kita ada P3 SPS kita melakukan teguran. 
Berdasarkan P3SPS. Misalnya ada nilai-nilai budaya kita tidak sesuai, 
budaya kita Aceh dan juga kurang mengindahkan nilai-nlai moral, nilai-
nilai agama. Tadi ada dua ya. ada monitoring langsung ada televisi ada 
laporan masyarakat. atau ada keresahan masyarakat.  
2.  Peneliti  Bagaimana bentuk dari strategi monitoring dilakukan KPI Aceh ?  
 Informan/ 
M. Hamzah 
Ya seperti yang disampaikan pak Hamdani tadi secara khusus ada ruang 
monitoring, tujuan khusus ada ruang monitoring itu yang kita pantau itu 
Televisi di Banda Aceh yang berjaringan ada 13, yang lokal ada satu 
jadi semua itu kita pantau ada petugas khusus yang memantau. 
Khususnya siaran Aceh kita pantau. Jamnya beda-beda  misalnya SCTV 
sore misalnya. Inews siang. Kemudian yang lain misalnya pembentukan 
masyarakat peduli media, workshop, seminar dari kelompok itu 
misalnya kita minta mereka berpartisipasi untuk melakukan monitoring 
terhadap siaran-siaran , hasil monitoring itu dilaporkan kepada kita. Dan 
hasil itu kita tindak lanjut. Kalo misalnya luput dari pantaun kita 
misalnya bahwa ada sebuah kewajiban dalam sebuah lembaga penyiaran 
semua siaran yang disiarkan tersebut tidak boleh dihapus selama 1 tahun  
jadi kan ketika KPI membutuhka itu meraka wajib memberikan dan itu 
amanah undang-undang amanah undang-undang 32 dan kalau bicara 
tentang siaran itu ialah  regulasinya undang-undang 32 tapi kalau bicara 
konten, etik adalah P3SPS. Nah itulah strategi Melalui monitoring 
langsung dan melalui laporan masyarakat. kalo misal dari KPI 7 orang 
tidak mungkin karena terlalu luas wilayah. Habis ada juga dengan 
pembentukan masyarakat peduli siaran, literasi Media Misalnya.   
3. Peneliti  Bagaimana tanggapan bapak  lembaga penyiaran di Aceh, apa sudah 
bagus ?  
 Informan/ 
M. Hamzah 
Kalau lembaga penyiaran yang ada di Aceh pada umumnya terutama 
pada radio dan televisi dan khususnya perpektif aceh sudah bagus. 
Idikatornya misalnya ada kewajiban-kewajiban tidak berdasarkan 
undang-undang tidak menurut Qanun tapi ada peraturan KPI misalnya 
ada azan lima waktu di televisi dan Radio semuanya mereka ikut. 
Kemudian yang kedua di Aceh semua lembaga penyiaran itu membuka  
dan menutup siaran dengan pengajian dan lagu Indonesia raya. Itu 
diikuti ya kan. Ketiga tidak ada lembaga siaran yang membuat siaran-
siaran menimbulkan perpecahan.    
4. Peneliti  Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh KPI Aceh dalam pemantauan 
lembaga penyiaran ? 
 Informan/ 
M. Hamzah 
Upaya itu ya tadi literasi media, membentu masyarakat peduli media 
dan macam-macam kan.  
5.  Peneliti  Jika ditemukan pelanggaran sanksi apa yang dapat dijatuhkan ? 
 Informan/ 
M. Hamzah  
Kalau pelanggaran itu pelanggaran ringan itu diberikan teguran, agar 
tidak diulang lagi, kalo pelanggaran berat itu dihentikan tayangannya. 
Contohnya sinetron. Kalau misal tidak bisa kita bina kita tutup. 
Rekomdasi kepada mentri kita minta tutup. Kemudian di Aceh ada ngak 
yang dicabut izin, ada, dalam bulan ini ada tiga radio yang dicabut Izin 
misalnya Radio Seramo Nada, Getsu Bireun, kemudian Radio Safar 
FM, kita tidak pandang bulu milik siapa saja kalau salah ya di cabut.  
6. Peneliti Bagaimana peran KPI Aceh dalam mensosialisasikan undang-undang 
penyiaran dan P3SPS ? 
 Informan/ 
M. Hamzah 
Kita memang sudah menjadwalkan kegiatan-kegiatan semacam itu. 
Kegiatan mensosialisakan P3SPS itu yang pertama kita buat melalui 
program  literasi media, program Masyarakat peduli siaran, talk show-
talk Show baik di Televisi-televisi maupun Radio-radio.   
7.  Peneliti  Menurut pemantauan KPI apa Lembaga Penyiaran sudah beroperasi 
sesuai dengan Undang-Undang penyiaran dan P3SPS ?  
 Informan/ 
M. Hamzah 
Ada yang dilanggar , ada yang sudah dilakukan sesuai dengan undang-
undang namun yang namanya kita di Indonesia ini orangnya terlalu 
pinter. Misalnya ada program di televisi nasional yaitu empat mata 
ditutup  dibuat program lain bukan empat mata itukan disatu sisi kita 
tutup dan mencari program lain tidak jauh beda. Tapi insyaalah dalam 
waktu dekat ini akan ada undang-udang baru lebih tegas lagi. Lembaga 
penyiaran tidak bisa sewenang-wenang lagi. Mungkin dalam waktu 2 
atau 3 bulan kedepan sudah ada Undang-Undang Baru.  
8.  Peneliti  Apa kendala yang dihadapi KPI dalam melakukan pemantaun secara 
internal dan eksternal ?   
 Informan/ 
M. Hamzah 
Ya kalau tantangan yang diahadapi KPI dalam pemantaun siaran itu 
ialah alat pemantauan kita tidak respresentatif karena kemarin itu sudah 
jebol dan pemantauan dilakukan secara manual, kedua keterbatasan 
anggaran, kita masih mengaju kepada APBA, APBA kita tidak mengacu 
kepada kita, ketiga ya masyarakat, membutuhkan KPI saat ada masalah.  
9. Peneliti  Apakah KPI Aceh melakukan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran 
? 
 Informan/ 
M. Hamzah 
Ya ada. misalnya kita ingatkan nanti lembaga penyiaran seperti amanat 
undang-undang dan P3SPS kita sampaikan semuanya kita beri 
pemahaman-pemahaman dan kita hadirkan narasumber-narasumber 
yang kopeten  bagian itu.  
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1. Peneliti  Apa ada Panduan Monitoring yang dilakukan oleh KPI Aceh dalam 
mengawasi lembaga penyiaran ? 
 Informan  Cara paduan monitoring berbicara bisa bermacam macam-macam. Itu 
berbicara tentang SOP tergantung dari KPI Itu sendiri. Kalau untuk 
menyatakan orang salah, melanggar ya P3SPS. Tata cara 
memonitoring SOP setiap lembaga Kan berbeda Misalnya KPI disini 
membuat tata cara monitoringnya misalnya objek kita siapa radio atau 
televisi ya kan. Bagimana cara monitoringnya misalnya radio di 
daerah kita kerjasama dengan beberapa relawan kita didaerah 
misalnya dari kampus dan seterusnya, tergantung anggaran kita, kalau 
kita ada anggaran kita rekrut orang bayar untuk monitoring, ketika 
tidak ada anggaran kita kerjasama dengan pihak kampus dan segala 
macam untuk melakukan monitoring di daerah. Untuk yang disini kita 
rekrut misalnya anak magang yang kita ajak untuk memonitoring 
televisi tempatnya dimana di KPI. Sedangkan panduan seorang 
pengawas iya kan ada panduan. Landasannya dalam dia melakukan 
pemantauan tadi ya P3SPS.  
2.  Peneliti  Dalam Standar Operasional Pelaksanaan pemantaun apa ada 
dimasukkan kekhususan Aceh ?  
 Informan   Tidak. karena P3SPS bersifat nasional. Yang perlu kita pahami. Yang 
pertama kan undang-undang penyiaran nomor 32, mana turunannya di 
Undang-undang 32 ini turunannya diharuskan untuk membuat KPI. 
Nah Komisi Penyiaran Indonesia ini boleh membuat produk hukum 
atau peraturan. Apa peraturannya, yiatu P3SPS. Undang-Undang 32 
diterjemahkan oleh KPI untuk peraturan yang mengikat seluruh 
lembaga penyiaran. artinya seluruh lembaga penyiaran dalam 
menyelenggera siaran tersebut panduannya P3SPS seluruh Indonesia 
tanpa ada perbedaan. Kalau cerita tadi UUPA itu isinya tentang 
penyiaran itu kan hanya satu pasal. Nah UUPA itu tidak bicara 
spesifik soal konten. UUPA tidak berbicara tentang konten. Tidak ada 
pembahasan secara spesifik tentang konten. Buka pasal 156. Dia 
hanya mengatur tentang penyiaran. untuk konten teknik tidak ada. di 
UUPA  ini juga untuk kontens teknis disuruh buat ke KPID Aceh. 
UUPA tidak ada ngomong soal konten sama sekali masalah penyiaran 
itu hanya diatur dalam satu pasal 156. Tidak ada masalah kontens 
yang ada dia suruh buat qanun tentang pers dan penyiaran. salah 
satunya buat qanun.    
3. Peneliti  Apakah Qanun itu tidak ada ? 
   
 Informan  Tidak ada. 
4.  Peneliti  Mengapa Qanun itu tidak ada ? 
 Informan  Faktornya kalau tidak ada gini. KPI tidak bisa jawab persis karena dia 
proses legislasi itu ada 2 pihak ada eksekutif dan Legislatif. Ya kan. 
Eksekutif ini mengajukan rancangan Qanun Eksekutif. Dibahas oleh 
eksekutif kemudian disepakati bersama jadilah dia Qanun. Itu alurnya. 
Kita pernah buat dulu karena kita ni kan bukan eksekutif, KPI ini 
lembaga negara yang Independen di perintahkan oleh  undang-undang 
untuk mengurus penyiaran.  Jadi gimana kita mengajukan ke 
legislatif. Dulu kita pernah mengajukan Qanun ke Eksekutif. Atau 
yang kedua melalui legislatif namanya usulan Inisiatif. Pertama dari 
eksektif ke legislatif disepakati bersama. kedua legislatif. KPI dulu 
pernah menyampaikan ke Pemerintah Aceh nah pemerintah Aceh 
sudah buat Draf Qanunnya sudah ada. kemudian belum dibahas di 
legislatif, tidak jalan lagi.  
5.  Peneliti Apa Indikator yang dalam dilakukan oleh KPI dalam mengawasi 
Lembaga Penyiara ? 
 Informan  Indikatornya P3SPS. Itulah yang menjadi parameter melanggar atau 
tidak. itu parameter dalam memonitornya jadi pakai P3SPS. Apapun 
yang dalam itu kan banyak, berbagai macam jenis pelanggaran, Jadi si 
pemantau melakukan pemantauan berdasarkan kepada poin-poin yang 
ada didalam P3SPS. Jadi misalnya ada tayangan yang lempar-lemper 
tepung, acara yang saling mengejek, memaki orang dan seterusnya. 
Atau menampilkan gambar-gambar yang ngak boleh kan ada 
batasannya. 
6.  Peneliti  Kalau lembaga penyiaran menanyakan  wajib menyelenggarakan 
Azan lima waktu. Aturan dari mana  ? 
 Informan  Jadi gini, KPI ini dia jadi gini ada yang formil dan nonformil. KPI ini 
kan tugasnya pengawasan. KPI ini diberikan tugas sebagai regulator. 
Jadi di dunia itu ya semua negara membuat yang namanya lembaga 
Independen untuk mengurusi tentang penyiaran, itu diluar pemerintah. 
Di Indonesia namanya KPI dan ini sifatnyaa dalah regulator penyiaran 
di Indonesia.  Di Undang-undang memberikan kewenangan untuk KPI 
membuat pengaturan. Mana tadi pengaturannya P3SPS. Itu cerita 
yang nasional. Sudah itu ada peraturan KPI lain juga. Misalnya tempo 
hari ada pernah peraturan. Kan iklan di  MNC itu di setiap hari 
Iklannya Hari Tanoe, mars hari Tanoe tiap hari di putar. Jadi KPI 
tahun 2017 keluarkan peraturan tentang iklan politik. Habis itu ngak 
ada lagi iklannya karena tidak boleh dan akhirnya peraturan itu 
digugat ke pengadilan KPI kalah. Itulah sekarang kenapa iklan 
tersebut masih ada.  jadi ini prodak hukum peraturan KPI. 
7.  Peneliti Kalau azan lima waktu itu bagaimana ? 
 Informan  Itu peraturan KPI Aceh. KPI Aceh boleh buat peraturan karena  dia 
bagian dari KPI Nasional. Masalah Azan lima waktu tidak ada 
peraturannya. KPI belum pernah membuat peraturan soal azan lima 
waktu yang dibuat gini ya. ini supaya menjadi landasannya yang 
disebuh peraturan itu dibuat oleh KPI ada bentuknya ditanda tangan 
oleh ketua KPI dan berlaku. Untuk azan lima waktu ini tidak ada 
aturannya. Mereka bisa taat karena kita di KPI Aceh dan KPI lain ada 
dua model pembinaan kita jadi KPI ini fungsinya pengawasan, 
pembinaan, dan Perizinan. Kita pembinaan misalnya contoh MNC 
mau datang ke Aceh, mau bikin Televisi disini. Boleh buat televisi 
disini tapi dengan perjanjian memutar Azan lima waktu.caranya 
membuat fakta integritas. Dia yang tanda tangan. Jadi kami buat azan 
lima waktu. Kita buat drafnya, membuat fakta perjajanjiannya bahwa 
kami akan memutar azan lima waktu yang kemudian di tanda tangan. 
Kalau di KPI tidak ada aturan tertulis. Azan lima waktu dibuat karena 
kekhususan Aceh. KPI ini kan respresentasi masyarakat artinya nilai-
nilai yang hidup dimasyarakat kita itu kan kita serap untuk kita 
aplikasikan kepada lembaga penyiaran.  
8.  Peneliti  Media penyiaran wajib menayangkan 10 % siaran lokal. Bagaimana 
cara menerapkannya ?  
 Informan  Yang 10% itu bagaimana yang harus dilakukan oleh KPI. KPI daerah 
lah yang kemudian menterjemahkan yang 10% ini seperti apa karena 
yang tau daerah KPI ini. Jadi caranya apakah KPI harus selalu 
membuat aturan kadang-kadang tidak perlu. Tidak perlu sakler tapi 
kita buat model pendekatan, binaan. Misalnya seperti Jogya misalnya 
kalin harus buat baca berita berbahasa Jawa. Orang itu bisa ikut, 
karena memang kita melakukan pendekatan kepada mereka 
pembinaan dan seterusnya aturan yang tertulis emang kita tidak buat. 
Meskipun begitu kita selalu kontrol lembaga penyiaran untuk sesuai 
aspirasi masyarakat. Jogya ada Qanun mereka menterjemahkan yang 
10% itu ada Qanun mereka. Yang isinya macam-macam. Misalnya 
siaran berbahasa Jawa, sekian persen. Di Aceh tidak ada peraturan 
prodak hukum yang mengatur tentang tata cara penyelenggara 
penyiaran di Aceh.  
9.  Peneliti  Bagimana monitoring dilakukan dalam menawasi lembaga penyiaran? 
 Informan  Monitoring itu kita kan kita ada dua Televisi dan radio. untuk radio 
kan tersebar diseluruh aceh sementara kita kan yang ada di Banda 
Aceh. kita menggunakan relawan-relawan di daerah untuk melakukan 
monitoring terhadap radio. kalau ada anggaran kita banyak orang. 
kalau tidakada kalian relawan sifatnya. 
10.  Peneliti  Apakah Efektif melibatkan relawan ? 
 Informan  Efektif- Efektif tapi gini pelangaran-pelanggaran radio itukan kecil 
sangat kecil. Karena konten radio lagu. Politik ada tapi sangat kecil 
porsi pelanggarannya. Paling  iklan dibuat diluar jadwal. Program 
radio kebanyan putar-putar lagu dan kirim-kirim salam.  
11.  Peneliti  Bagaimana monitoring yang dilakukan pada Televisi ?  
 Informan  Kalau televisi kewenangannya ada dua. Kalau Televisi 10 % yang 
konten lokal, 90% konten jaringan. Yang konten jaringan ini diawasi 
oleh KPI pusat. Kita boleh mengawasi yang 90% ini tetapi sanksinya 
tetap dari KPI pusat contohnya kasus ada di putar Film. Film silat 
yang hindu-hindu itu. Ada itu yang 5 tahun lalu. Mahabrata dan 
lainnya. Jadi umat hindu bali pada saat itu protes karena digambarkan 
pada saat itu dewa-dewa mereka antagonis tokoh jahat. Protes orang 
hindu bali. Karena ini 90% yang awasi pusat kewenangannya ada 
sama mereka. Merekalah yang kasih sanksi. Kalau misalnya ada yang 
tidak pas di Aceh. ada kekhususan kita yang dilanggar yang sektor 
kita 90% persen ini kita kirem surat ke KPI pusat. Mereka pelajari 
mereka kasih sanksi. Di mana kewenangan yang 10% . kewenangan 
KPI Aceh memberikan sanksi yang di 10%.  
12.  Peneliti  Apakah sanksi yang dapat diberikan apabila ada televisi yang 
melanggar ?  
 Informan  Itu sesuai dengan P3SPS. Jenis sanksi itu bermacam-macam . Sanksi 
itu ada 3 di hukum penyiaran. pertama sanksi administrasi, kedua 
sanksi pengurangan siaran, penghentian siaran, yang ketiga adalah 
sanksi Pidana. Sanksi administrasi itu teguran, seperti Yks. Kalau 
misal pelanggaran masih berulah sampai 3 kali tegur maka akan ada 
pembatasan atau pengurangan jam tanyang acara yang bermasalah. 
Seperti Yks. Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, 4 jam. Karena 
banyak sekali masalah kemarin itu sempat kenak dibatasi jam 
siarannya. Menjadi 2 jam, jam 6 sampai jam 8 saja. Masih melanggar 
juga. Sanksinya dinaikkan penghentian program yang bermasalah 
tersebut. Yks Tidak boleh lagi tayang. Kalau tayangkan harus ganti 
nama. Contonhnya tukul. Dulu empat mata, kemudian karena banyak 
masalah terus dilakukan dan di tegur KPI. Di beri sanksi disuruh 
hentikan siaran tersebut. Kemudian dia buat lain. Bukan empat mata.  
Kalau yang pidana bidangnya Frekuensi. Ini tidak terkait dengan 
konten 
13. Peneliti  Apakah di Aceh ada teguran sampai pada tahap pengurangan jam 
siaran ?  
 Informan  Disini televisi lokal kita, yang berjaringan yang 10% isinya ceramah, 
budaya. Potensi pelanggarannya kecil. Bahkan kita tidak pernah tegur 
mereka, jarang. Kalau punya teguran punya lama. Karena program 
acaranya seperti talkshow, budaya. 
14.  Peneliti  Kapan pemantaun dilakukan pada lembaga penyiaran ?  
 Informan  Sejak mulai siaran.  
15.  Peneliti  Apakah lembaga penyiaran sudah berjalan sesuai harapan KPI  ?  
 Informan  Kalau misalnya lembaga penyiaran tentunya belum. Ada dua hal 
belum yang lokal. Siaran konten lokal tadi banyak masalah siaranya. 
Masalahnya adalah konten lokalnya masih kurang. Tanyangan diputar 
itu-itu saja. Mungkin karena tidak ada orang yang bekerja, disebabkan 
tidak ada iklan. Untuk konten lokal kita belum puas. Kita sudah mulai 
kita belum puas karena kontennya belum berkualitas. Kedua, konten 
nasional tayangan televisi yang kualitasnya sangat rendah.  
16.  Peneliti  Bagiamana peran KPI dalam mesosialisasikan Undang-Undang 
Penyiaran dan P3SPS ?  
 Informan  Kita ada namanya program literasi media. literasi media itu sifatnya 
sosialisasi kesegela lapisan masyarakat untuk menyampaikan 
bahayanya televisi.  
17. Peneliti  Berepa kali dilakukannya ? 
 Informan  Hampir setiap tahun, hampir setiap bulan kita lakukan program 
tersebut.  
18.  Peneliti  Dalam tahun ini berapa kali dilakukan ?  
 Informan  Pokoknya hampir tiap bulan. Tiap bulan sekali pasti ada.  
19.  Peneliti  Siapa sasaran literasi media dan apakah melibatkan lembaga 
penyiaran ? 
 Informan  Literasi media dibuat khusus untuk masyarakat. agar melek media, 
punya pengetahua dan modal nonton televisi. kalau lembaga 
penyiaran  kita sampaikan buat mereka konten yang berkualitas. 
Jangan asal-asal.  
20.  Peneliti  Selain dari sosialisasi. Apakah ada kegiatan lain ?  
 Informan  Kegiatan lain semacam workshop sifatnya sosialiasi juga.  
21.  Peneliti  Apa hambatan KPI dalam melakukan pemantaun Lembaga penyiaran?  
 Informan  Yang pertama ifrastruktur pemantaun  masih kuran dan alat-alat kita 
masih belum memadai.  Kedua anggaran kita masih minim. Sehingga 
kita untuk radio-radio kurang dalam melakukan pemantauan. 
Pemantauan tidak bisa berjalan dengan efektif. Kita mengharap 
kepada relawan tidak kita bayar. Ketiga hambatanya dalam internal.  
22.  Peneliti  Apa hambatan internal KPI ? 
 Informan  Anggaran, peralatan, SDM, karena faktor anggaran tadi. Bagaimana 
kita menggaji orang dalam pengawasan kalau gajinya kurang.  
23.  Peneliti  Apa hambatan secara Eksternal ?  
 Informan  Kalau dari eksternal konten di Aceh ini tidak beragam artinya yang 
kita pantau itu-itu aja. sehingga potensi pelanggaran tidak terlalu 
banyak. Kurang sekali konten tidak banyak konten.  
24. Peneliti  Apakah dari masyarakat ada kendala dan hambatan ? 
 Informan  Masyarakat sih tidak ada hambatan, masyarakat sangat mendukung.   
25.  Peneliti  Apa regulasi yang digunakan Relavan dengan perkembangan lembaga 
penyiaran saat ini ? 
 Informan  Tidak, itu sudah pasti tidak. sangat berbeda dengan luar mereka 
mengtatur dari A-Z. Kita ada juga tetapi KPI ini berbeda dengan 
negera luar. Kewengan KPI ini harus berbagai dengan pemerintah. 
Jadi kita berbagi kewenangan dengan kominfo. Dulunya kita full KPI 
ini kemudian diguagat hukum itu kemahkamah kontitusi sehingga 
harus ikut pemerintah.  
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1.  Peneliti  Bagaimana tanggapan bapak tentang mekanisme pengawasan Isi 
siaran yang sesuai dengan Undang-undang dan P3SPS ? 
 Informan  Setau saya mereka melakukan pengawasan dengan televisi yang ada 
dikantor mereka. Tapi yang rutin mereka lakukan rapat koordinasi. 
Rapat koordinasi ini jadwalnya belum tau. Tapi ada beberapa kali 
hadir dalam rapat tersebut mewakili kompas TV kita hadir dalam 
rapat tersebut untuk melakukan koordinasi penyiaran yang kami 
lakukan, pengawasan yang dilakukan oleh mereka. Nah selebihnya 
kita tidak tau. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dari P3SPS ya 
kita kan di televisi terutama kompas TV kan taat aturan ya. bisa saya 
katakan salah satu televisi yang sangat taat sementara ini adalah 
kompas TV disamping ada beberapa televisi yang lain. Sesuai dengan 
undang-undang kan kita diharuskan punya konten lokal 2,5 Jam itu 
10% dari 24 jam siaran kita. Jadi diharuskan juga sesuai dengan 
undang-undang tersebut memiliki konten lokal tersebut. Konten lokal 
ini yang kemudian dipantau oleh KPI Aceh dengan P3SPS.  Nah 
pertama konten lokal, kedua karyawan lokal, ketiga menggunakan 
perusahaan lokal. Alhamdulillah ketiga-tiganya telah kita lakukan. Itu 
pegawasan  yang dilakukan oleh KPI yang kami pahami seperti itu. 
Tapi cara pantaunnya kami tidak tau apakah sudah ada reward atau 
fanisme.  
2.  Peneliti  Apa ada scedule  yang diberikan oleh KPI tentang koordinasi ?  
 Informan  Tidak ada. rapat koordinasi rutin tidak ada kita. Setau saya belum ada. 
mereka mengawasi kita menjankan. Tapi kita punya tugas KPI Pusat 
ada, mereka rutin meminta tanyangan kita. Tapi disini tidak ada. 
kemarin bulan juli saya menyiapkan rancangan program lokal itu 
dilakukan oleh stasiun televisi lokal yang ada di Indonesia. Kompas 
Tv didaerah lain  juga melakukan itu. Jadi rancangan bulan agustus 
kira-kira apa yang akan kalian tayangkan itu ada. ada formulir yang 
khusus kami buat dari kompas Tv didalam formulir tersebut 
menggambarkan rencana penyangan kita. Sampai jam, apa yang kita 
tanyangkan perharinya. Setiap hari itu kita atur setiap harinya. Itu kita 
kirem ke Jakarta, Kompas Jakarta nanti kompas Jakarta rekap 
semuanya dari seluruh daerah diberikan ke KPI Pusat. Nah selah itu 
rutin juga kalau saya tidak keliru 2 kali dalam setahun atau 1 kali 
dalam setahun mereka minta bukti tanyang nanti dibulan-bulan 
tertentu. Ngak seluruh bulan, nanti dia biasanya minta acak. Dia minta 
yang februari kita siapkan yang februari bukti tayang. Karena di 
televisi kita memang seluruh tayangan itu kita rekam. Jadi materi itu 
semua ada bukti tayang itu ada. kita penayangan itu ada kita ada 
perhari. 
3.  Peneliti  Dalam rapat koordinasi. Apa yang dibahas ? 
 Informan  Dalam koordinasi yang dibahas itu adalah upaya untuk meningkatkan 
pengawasan ya terutama untuk konten lokal. Bahkan saya kemarin 
menyarankan agar seluruh televisi. Kalau radio kan semua sudah radio 
lokla semua. Ngak ada radio nasional yang konten lokal ngak ada. kita 
kan ni televisi nasional kontennya lokal. Pertama mereka mengajak 
kita untuk memperbanyak konten lokal dan mengutamakan konten 
lokal. Kedua, masukan-masukan dari kita semua bagaimana kemudian 
pengawasan yang dilakukan oleh KPI itu bisa efektif. Selainnya ya, 
melakukan koordinasi, mengomunikasi agar semua rencana itu 
berjalan. Kenapa itu belum terlalu ada saran dari KPI karena memang 
masih banyak masih televisi-televisi yang belum melakukannya. 
Seperti : Trans TV, Trans 7, antv, Global Tv, RCTI, itukan belum 
maksimal SCTV. Kan belum ada konten lokal mereka. Belum ada 
konten lokal belum murni konten lokalnya. Paling ada materi-materi 
yang diputar tengah malam, belum ada berita rutinya misalnya. Kontel 
lokal yang aceh, belum ada karyawan lokalnya, kemudian tidak ada 
kantor.  
4.  Peneliti  Apa dalam setiap rapat koordinasi di bahas hal yang sama ? 
 Informan  Ya. sama. Semua konten lokal karena kan belum maksimal konten 
lokal. Konten lokal itu belum maksimal.  Ya masalahnya dinasional 
juga kan, karyawannya masih terbatas kami aja masih terbatas sekitar 
12 orang kami disini. Nah ternyata membuat konten ditelevisi itu ngak 
mudah dia kan biaya produksinya besar. jadi orang ini kadang-kadang 
belum memenuhi kalau kita membuat programnya fresh semua. 
Semua program-program baru. atau misalnya kita produksi rutin 
untuk program lokal. Kecuali berita. Berita itu fresh jadi memang baru 
setiap hari. Tapi untuk bidang-bidang tertentu misalnya talkshow, 
pictures itu time less jadi panjang umurnya jadi bisa diputar lagi. Ada 
Inspirasi kalbu kan temanya bisa diulang-diulang lagi. Itu memang 
kita perbaharui tapi dalam seminggu ada materi yang baru itu ngak 
ada. paling seminggu satu atau dua kali. Oleh karena itu belum 
maksimal. Kami  aja yang seperti ini masih aja belum maksimal 
apalagi yang belum ada sama sekali. Jadi  pasti itu lagi besok dibahas 
oleh KPI. Bagaimana membuat konten lokal.  
5.  Peneliti  Bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh KPI Aceh ?  
 Informan  Pemataun ya mereka lihat TV mereka itu kan ngak rutin pemantaun 
itu. Siapa yang mau melihat itu terus. Tapi kan memang harus seperti 
ini kan namanya pemantauan. Harus dilihat terus. Sambari menunggu 
laporan oleh Masyarakat.  saya rasa ya harus sering-sering di beri 
reward and Funismen kepada mereka yang melakukan dan beri juga 
kepada mereka yang belum. Supaya kami dan televisi nasional lain 
yang ada disini sadar kalau mereka itu dipantau. Sekarang kan keg 
ngak dipantau memang SCTV ngak ada apa-apa yang biasa aja. 
sedangkan perusahaan kami harus mengeluarkan investasi yang cukup 
besar membuat  kantor ini bergerak dan berjalan. Membuat konten 
lokalnya itu biaya sangat besar. mengaji karyawan, biaya produksi, 
mahal. Eh televisi lain tidak membuatkan hal yang sama. Yang 
dirugikan masyarakat Aceh sendiri.  
6.  Peneliti  Apakah KPI Aceh sudah melakukan Tupoksinya ?  
 Informan  Sudah. Tapi belum maksimal.  
7.  Peneliti  Apakah lembaga penyiaran sudah sesuai dengan Undang-undang 
penyiaran, dan P3SPS ? 
 Informan  Seluruh lembaga penyiaran yang siaran di Aceh belum. Sedang 
berusaha. Seperti yang diharapkan undang-undang masih jauh seperti 
yang diharapkan oleh undang-undang. Belum maksimal. Tetatpi 
sudah beriktikat baik untuk melakukan itu.  
8.  Peneliti  Bagaimana peran Kompas TV dalam menguatkan konten lokal ?  
 Informan  Kita kan pertama kebijakan kantor membuat biro disini biro kita tipe 
B. Di beberapa daerah sesuai dengan jumlah penduduk ya kan jumlah 
penonton bahkan ada kota nelson namanya kota yang disurvei sama 
nelson Aceh tidak termasuk. karena jumlah penduduk yang sedikit. 
Maka dari itu Kompas TV sendiri membuat biro di Aceh, tipenya tipe 
B cukup luar biasa. sementara dengan 12 karyawan itu, kemudian 
dikali, alat, denga gaji membuat rutin program-program itu. Sekarang 
sudah ada program kita berita setiap pagi tayang dari jam setengah 
lima sampai jam tujuh pagi. Itu 2,5 jam setiap hari. Rutin. Semaunya 
tetap seperti itu. Yang uhf dipantau oleh KPI kalau televisi kita jam 
setengah lima sampai jam 7. Disitu diisi dengan berita 30 menit, 
talkshow, ada program sineas Aceh kerjasama dengan Aceh 
Dokumenter Festival, kemudian juga ada program Inspirasi Qalbu, 
program religi kita. Disamping itu juga ada program lokal. Program 
lokal itu kombinasi. Namanya itu kompas nusantara. Materi-materi 
yang ada didaerah lain dikumpulkan dijadikan program.  
9.  Peneliti  Jam berapa konten lokal itu di siarkan ?  
 Informan  Jam setengah lima sampai jam tujuh pagi. Dulu sempat kita siang dari 
jam dua sampai jam setengah empat kalau tidak salah. Kemudian 
berubah. Kebijakan dari kita semuanya serentak dan sama. Kalau jam 
setengah lima sampai jam tujuh itu juga berlaku sampai ke Papua. 
Semua kompas TV biro yang ada ditempat lain akan menyangkan 
konten lokal.secara serentak.  
10.  Peneliti  Bagaimana Peran KPI Aceh untuk memantau lembaga penyiaran 
dalam menguatkan konten lokal ?  
 Informan  Mereka sudah usaha dengan melakukan rapat koordinasi, kemudian 
juga menyurati televisi gitu ya. tapi saya rasa memang belum 
maksimal usaha tersebut. Buktinya belum semuanya taat begitu. Ya 
kita Aceh, kalau kita bandingkan denga Bali. Masih sangat kurang 
KPI kita masih kurang kuat kita saya kurang kuat saya tidak tau 
masalahnya. Apakah di pendanaan, segala macam atau dukungan 
pemerintah daerah, saya kurang tau. Tapi beberapa informasi yang 
kami dapatkan kurangnya peran pemerintah daerah. Namun saya rasa 
memang aceh dengan kearifan lokalnya, dengan historisnya stunami 
dan konflik ditambah lagi dengan penegakan syariat Islam. Sudah 
seharusnya harus maksimalah dengan konten lokal. Walaupun tidak 
sama seperti di Bali. Mereka tu punya keutamaan konten lokal 3,5 
Jam itu permintaan dari KPI mereka karena mereka dengan 
budayanya budaya hindunya. Kenapa kita ngak banyak dengan 
budaya kita. Budaya Aceh dilakukan presure pada kami yang kuat, 
bisa. Melakukan presure kepada lembaga penyiaran betul-betul ni 
dilakukan. kalau kita berinisiatiflah sesuai dengan arahan, tapi 
kembali lagi belum maksimal dari KPI itu sendiri.  
11.  Peneliti  Apakah ada Qanun tentang penyiaran ? 
 Informan  Belum ada. qanunnya belum ada. saya secrh. Belum ada. setau saya 
belum ada. peraturan daerah belum ada. dalam rapat koordinasi ini 
juga dibahas tentang qanun penyiaran itu. Kemarin itu ada perbedaan 
perdapat juga tentang itu. Saya kurang tau juga. Saya rasa memang 
pribadi ya. harus disahkan terus nanti yang belum maksimal 
diperbaiki. Jangan tidak ada sama sekali. Ngak da ya sama juga. KPI 
mungkin terkendala disitu Qanun, atau peraturan daerah terkait 
dengan penyiaran.  
12.  Peneliti  Qanun tidak ada. apa yang menyebkan  Kompas TV melakukan siaran 
Lokal ? 
 Informan  Undang-undang, diatasanya kan ada undang-undang yang 
mengharuskan Qanun kan turunan dari undang-undang. Walaupun 
ngak ada ada qanun di daerah kita kan tetap. Patuh terhadap undang-
undang republik Indonesia. Undang-undang no 32 tahun 2002. Harus 
kita patuhi. Sebenarnya kan P3SPS untuk KPI. Kalau ada qanun kan 
elemen pendukung dari P3SPS yang dijalankan KPI. Tapi kalau tidak 
ada qanun. KPI ngak ada gigi kayak harimau ompong.  
13.  Peneliti  Apakah KPI Aceh telah melakukan pembinaan terhadap  lembaga 
penyiaran? 
 Informan  Belum, saya rasa belum karena belum ada apa-apa pembinaannya. 
Yang ada koordinasi. Kalau pembinaan berarti kan rutin kan, 
diarahkan supaya taat. Sementara ini belum ada. ngak diarahkan kami, 
dibina, diarahkan supaya kita serius membuat program diarahkan 
untuk mengambil angel adat budaya. Sampai sekarang ngak ada kita 
Improvisasi. Kita bisa melakukan Improviasasi karena karyawan kita 
orang Aceh. ngak ada orang luar. Jadi ngak ada keraguan lagi buat 
kita. Kecuali orang Jawa membuat siaran lokal pasti bingung mereka. 
Paling ya berita-berita aja, belum ke materi-materi kearifan lokal, 
budaya, sejarah.  
14.  Peneliti  Apakah dengan adanya KPI Aceh melakukan pemantaun dapat 
meminimalisir pelanggaran lembaga penyiaran?  
 Informan  Harusnya ya, walaupun sekarang  belum . menurut saya pribadi harus 
ada KPI mau dia bekerja sekarang tidak efektif atau tidak efektif itu 
nanti bab nya. Harus ada. kalau pelanggaran dari konten lokal, 
karyawan lokal suadah ada lah. Saya rasa, kalau ngak ada KPI disini 
kan ya bebas aja. ada saja lembaga tersebut saya rasa sudah walaupun 
belum maksimal. Mustahil kalau bilang tidak ada. kamipun sangat 
diwajibkan untuk berkoordinasi dengan baik dengan KPI daerah untuk 
kewajibannya. Saya sebagai produser memiliki kewajibannya.  
15.  Peneliti   Apakah monitoring yang dilakukan KPI sudah sesuai dengan panduan 
undang-undang dan P3SPS? 
 Informan  Saya kurang tau juga bagaimana pola panduan pengawasan yang 
dilakukan oleh KPI kami belum tau.  
16.  Peneliti  Apa kendala utama yang dihapi oleh KPI ?  
 Informan  Menurut saya sisi pendanaan, mereka belum kuat regulasi, qanunya 
tidak ada. kalau qanunnya ada sangat kuat. Karena kan ada peraturan 
Khusus. Semua diperbolehkan sebelum adanya dalam undang-udang, 
qanun semua orang boleh  melakukan apa saja. Sebenarnya kalau ada 
qanun yang diungtungkan kita, konten lokal banyak, karyawan lokal 
banyak diserap.  
17.  Peneliti  Apa kendala internal yang dihadapi KPI ?  
 Informan  Kurang tau saya.  
 Peneliti  Apa kendala eksternal yang dihadapi KPI ? 
  Seperti qanun, dukungan pemerintah. Kalau di Bali itu mereka sangat 
patuh pada KPI karena punya wewenang besar, disini ada yang patuh 
ada yang ngakk. Kami tetatp patuh menjalankan sesaui undang-
undang. Yang perlu sangat diawasi itu televisi yang intertaint yang 
mudharatnya lebih besar dibuat oleh mereka. Kalau kita Kompas Tv 
lebih kepada berita kan lebih banyak manfaat ketimbang 
mudharatnya. Tapi kalau intertaint atau membuat peristiwa 
ditayangkan lebih banyak mudharatnya. Belum lagi pakaian, dan 
segala macam.  
18. Peneliti  Apa kendala yang dihadapi lembaga penyiaran khusunya kompas TV 
dalam konten lokal ? 
 Informan  Ada seperti karyawan dan alat  masih terbatas oleh karena itu kita 
belum bisa memaksimalkan harusnya kan setiap hari ada yang baru, 
kecuali berita.  
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No  Keterangan  Pertanyaan dan Jawaban 
1.  Peneliti  Bagaimana strategi  monitoring yang dilakukan oleh KPI  Aceh dalam 
mengawasi lembaga penyiaran?  
 Informan  Harus dipahami betul tidak mudah melakukan monitoring. Strategi ini 
pengimplementasi. Konsep pelaksaannya berdasarkan undang-undang 
karena tampa undang-undang siapapun tidak boleh melakukan 
kegiatan yang namanya mengawasi program Televisi dan Radio. 
siapapun tidak boleh melakukan pengawasan, menindak, menegur 
lembaga penyiaran tanpa adanya perintah undang-undang.  
2. Peneliti  Apa petunjuk yang dilakukan oleh KPI Aceh dalam memantau 
lembaga penyiaran ?  
 Informan  Dalam memantau lembaga penyiaran ada undang-udang dan juga ada  
yang namanya petunjuk teknis yang diperintahkan kepada KPI untuk 
membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan lembaga penyiaran. 
aturan ini sering dikenal dengan  P3SPS. Jadi lembaga penyiaran 
dalam melaksanakan program siarannya harus mempunyai rambu-
rambu yaitu pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. 
Dalam Membuat program harus ada Standarnya untuk menjaga 
kualitas dan mutu. Perilaku itu sebagai rasa tanggung jawab setiap 
lembaga penyiaran untuk tidak merusak akidah, agama, pancasilanya 
penonton.  
3. Peneliti  Apa panduan strategi monitoring yang dilakukan KPI Aceh dalam 
mengawasi Lembaga penyiaran ? 
 Informan  Jadi stategi pemantauan dilakukan dengan panduan turunan dari 
Undang-undang penyiaran yaitu P3SPS. Disini KPI diberi hak dan 
kewajiban.  Jadi melalui P3SPS itu diperintahkan lembaga penyiaran 
untuk  mengikuti aturan dalam rangka dia membuat program siaran. 
semua lengkap. Baik membuat berita, film, iklan semua lengkap.  
4.  Peneliti  Mengapa pemantaun perlu dilakukan ?  
 Informan  Begini, kalau misal ada lembaga penyiaran yang tidak ikut rambu-
rambu penyiaran  untuk deberikan tindakan. Pemantaun perlu 
dilakukan karena tidak cukup dengan rambu-rambu maka perlu 
namanya pemantaun untuk melihat apaakah lembaga penyiaran ada 
melanggar rambu-rambu. Semua sudah dikasih tau namun ada juga 
pelanggaran yang dilakukan makanya perlu KPI untuk memantaunya. 
Dengan adanya pematuan maka KPI mempunyai bukti untuk 
menindak lembaga penyiaran jika melanggar.  
5.  Peneliti Bagaiaman strategi monitoring dilakukan oleh KPI ?  
 Informan  Ya pertama KPI melakukan pemantaun secara langsung memalui 
monitor. Kemudian juga ada keluhan masyarakat. KPI melihat apa 
ada pelanggaran yang terjadi namun baru setelah itu KPI menegur 
KPI  atau radio. nah kemudian setelah ditemukan pelangaran maka 
lembaga penyiaran mempunyai hak untuk memberikan penjelasan. 
Memberikan alasan. Peringatan ada peringatan pertama, kedua, kalau 
misal melanggar lagi ada sanksi administrasi.  Na sanksi pencabutan 
Izin dan sebagainya. Jadi apakah mudah melakukan pengawasan 
tesebut.  Dibalang mudah ya mudah, dibilang tidak juga tidak. ada 
juga nanti lembaga penyiaran dengan berbagai alasan. Contoh 
program tukul, setelah menerima tegur, tegur dan tegur kemudian 
dicabut izin. Kemudia berganti nama bukan empat mata. Melihat 
perkembangan terakhir sudah banyak lembaga penyiaran patuh 
dibandingkan dengan sebelumnya. ini menurut saya pantau. Banyak 
perubahan-perubahan.  
6. Peneliti  Boleh bapak sebutnya lembaga yang mana saja sudah sesuia  dan 
patuh ? 
 Informan  Hampir semua. Sangat sedikit dibandingkan dengan dahulu. Dulu kan 
banyak pelanggaran. Mungki dulu kan pelanggaran yang berbentuk 
Live bukan rekaman yang tidak bisa dipotong. Kalau sudah terlanjur 
dibilang kan tidak bisa dipotong. Kesalahan inilah menjadi tugas KPI, 
juga mencerahkan, memberikan ilmu, mengajak Televisi dan radio itu 
berbauat sesuai dengan aturan. Juga mengajak masyarakat untuk lebih 
pandai, pinter dalam menonton Televisi.     
7.  Peneliti  Bagiamana strategi KPI dalam mengajak masyarakat untuk sadar 
media? 
 Informan  Ya, itu dilakukan melalui literasi media. biasanya waktu EDP Radio,  
seminar cuman belum sempurna. Kenapa demikian karena kegiatan 
itu dibuat kan perlu anggaran. Yang namanya KPI sampai hari ini 
seluruh Indonesia belum jadi anak kandung bagi pemerintah. 
Bagaiaman literasi media yang dilakukan KPI Aceh kesuluruh 
pelosok kalu duit tidak ada. tapi disela-sela kegiatan wajib yang 
dilakukan KPI melakukan literasi media walaupun berbonceng pada 
kegiatan dinas lain. Dinas pendidikan, depertemen agama intinya 
bonceng dengan lembaga lain. Kita sampaikan bahwa apakah kepada 
mahasiswa juga KPI ini punya juga program untuk melibatkan 
mahasiswa sebagai relawan. Jadi dalam hal ini sebenarnya KPI 
lembaga Independen ada kewajiban masyarakat sendiri dalam bentuk 
personal dan kelompok. Organisasi, yayasan dan segalnya punya 
kewajiban juga. KPI berbeda dengan bawaslu yang ada sampai tingkat 
Kabuaten. Mana mungkin KPI dapat mengawasi semua. Radio tidak 
ada orang awasi karena tidak ada orang. wakta saya dulu ada 3 tahun 
ada duit. Kemudian saya angkat satu kontributor tingkat kabupaten 
mengawasi lembaga penyiaran.  
8.  Peneliti  Bagaimana strategi monitoring agar lembaga penyiaran tidak 
melanggar lagi ? 
 Informan  Yang pertama strategi bisa kita lakukan sekarang untuk memonitoring 
program televisi dan radio supaya tujuannya tidak ada lagi yang 
melanggar yaitu membuat aturan. Kita berbicara Aceh, membua 
aturan yang lebih khusus lagi dari peraturan nasional. Karena ada 
tayangan-tanyangan televisi yang ditonton disini pakai peraturan 
nasioanal. P3SPS pakai standar nasional. Tapi kalau kontek aceh 
masih ada yang tidak bisa ditonton maka harus ada aturan khusus 
yang sesuai dengan kultur, budaya, serta syariat di Aceh. itu strategi 
dalam bentuk aturan melaran, menghambat,. Kedua, yaitu melakukan 
pembinaan, mengajak untuk sesuai dengan aturan.  
9.  Peneliti  Bagaimana seharusnya pemantauan yang dilakukan KPI agar lembaga 
penyiaran mengikuti rambu-rambu penyiaran ? 
 Informan  Jadi begini,tugas pokok KPI setelah ada undang-undang, setelah ada 
aturan dalam bentuk P3SPS kan menjalankan aturan itu kembali 
ketugas awal KPI yaitu : mengawasi, menindak, juga literasi media 
memberikan pencerahan kepada lembaga masyarakat.  
10.  Peneliti  Apakah dari monitoring tersebut dapat meminimalisir pelanggaran ?  
 Informan  Sejauh yang sudah berjalan cukup banyak sudah pelanggaran-
pelangaran itu yang sudah kurang. Dibandingkan dulu, termasuk 
radio. dibandingkan tahun 2014 kebelakang.  
11. Peneliti  Apa ada kendala yang dihadapi KPI dalam memantau lembaga 
penyiaran ?  
 Informan  Ada, alat tidak mendukung, sumber daya tidak cukup, anggaran tidak 
kecil. Perhatian pemerintah untuk menyempurnakan fasilitas dan 
SDM kurang.  
12.  Peneliti  Apa lembaga penyiaran yang siaran di aceh sudah sesuai dengan 
P3SPS dan lembaga penyiaran ?  
 Informan  Belum sempurna. Pelanggaran-pelanggaran kecil itu masih ada. ini 
berkaitan dengan setiap lembaga penyiaran membuat program 
pendidikan dan lainya, kebanyakan program hiburan.  
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